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ABSTRAK 

Disparitas putusan merupakan perbedaan penerapan kaidah hukum dalam putusan terhadap satu 

pokok perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas horizontal, yaitu 

disparitas putusan yang dikeluarkan antar Pengadilan Agama, dan disparitas vertikal, yaitu 

disparitas putusan antara Pengadilan Agama dengan pengadilan tingkat yang lebih tinggi (tingkat 

banding dan kasasi). Putusan yang mengalami disparitas menunjukan adanya penerapan hukum 

yang keliru dalam proses penyelesaian perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

para pihak dalam penyelesaian perkara dipengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam penyelesaian perkara 

perceraian akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Serta untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas Putusan pada 

kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, didukung dengan 

bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb, memiliki perbedaan penerapan 

dasar hukum, yang tercantum pada pertimbangan hukum masing-masing putusan. Di pengadilan 

tingkat pertama, kesaksian berdasarkan narasi atau cerita dianggap cukup untuk membuktikan 

perselisihan terus menerus, sehingga syarat perceraian terpenuhi sebagaimana ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di pengadilan tingkat banding, ditekankan bahwa 

kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan langsung oleh 

saksi, sehingga pengadilan tingkat banding memutus untuk membatalkan putusan pengadilan 

tingkat pertama. Berdasarkan hasil analisis, disparitas antara kedua putusan tersebut terletak pada 

interpretasi hakim dan penilaian hakim terhadap kesaksian dan bukti yang diajukan oleh para 

pihak, penyebab disparitas dirumuskan dalam dua faktor yaitu faktor internal (faktor pribadi 

hakim) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari ketentuan perundang-undangan itu sendiri). 

 Kata Kunci : Disparitas, Perceraian, pertimbangan hakim, dan putusan. 
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ABSTRACT 

Disparity in decisions is a difference in the application of legal rules in decisions regarding the 

same case or matter. The disparities in decisions are divided into two namely horizontal 

disparities, namely disparities in decisions issued between Religious Courts, and vertical disparity, 

namely the disparity in decisions between the Religious Courts and higher level courts (appeal and 

cassation levels). The disparity in decisions shows that there is an incorrect application of the law 

in the case resolution process. This research aims to find out and analyze the legal considerations 

of judges applied in resolving divorce cases resulting from disputes in Decision Number 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba and Decision Number 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. As well as to analyze the 

causes of disparity in decisions in the two decisions. This research is normative juridical research, 

supported by legal materials. The results of this research show that Decision Number 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba and Decision Number 1/Pdt.G/PTA.Jb, have differences in applying the 

legal basis, which is included in the legal considerations of each decision. In the court of first 

instance, testimony based on a narrative or story is considered sufficient to prove an ongoing 

dispute, so that the divorce requirements are met as per the applicable statutory provisions. 

Meanwhile, in the appellate court, it is emphasized that testimony must be based on visible 

knowledge, heard or felt directly by the witness, so that the appellate court decides to cancel the 

decision of the first instance court. Based on the analysis results, the disparity between the two 

decisions lies in the judge's interpretation and assessment of the testimony and evidence presented 

by the parties, The causes of disparities are formulated in two factors, namely internal factors (the 

judge's personal factors) and external factors (factors originating from the statutory provisions 

themselves). 

Keywords : Disparity, divorce, Judge's Consideration, and Decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkawinan menjadi hal yang penting pada kehidupan seseorang karena dapat 

memberi pengaruh terhadap kedudukan status hukum. Perkawinan diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  

(selanjutnya disingkat UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1974 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP Pelaksanaan UUP). Perkawinan 

berarti sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini sesuai 

dengan yang tercantum pada Pasal 1 UU Perkawinan.  

 Hukum Islam menyebut perkawinan dengan mizaqon ghaliza, artinya sebagai 

pernjanjian yang terikat dalam bentuk akad sebagai suatu ibadah untuk menaati 

perintah Allah. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tujuan dari 

perkawinan ialah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.
1
 Pelaksanaan perkawinan dapat dianggap sah setelah 

dilakukan menurut agama dan kepercayaan.
2
  

 

                                                           
 

1
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013), Hal.3. 

 
2
 Evalina Alissa et al., “Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah Dalam 

Perkawinan Siri Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi,” Joong-Ki: 

Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 2 (2024), Retrieved from 

https://doi.org/10.56799/joongki.v3i2.2867 . 
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 Perkawinan bersifat mengikat, apabila  ikatan  tersebut   berkahir maka akan 

menimbulkan akibat hukum. Ikatan perkawinan dapat berakhir, sebagaimana 

Pasal 38 UU Perkawinan telah menyebutkan sebab putusnya perkawinan, yaitu 

karena adanya kematian, putusan pengadilan, dan perceraian. Kematian atau 

disebut dengan “cerai mati” merupakan berakhirnya perkawinan karena 

meninggalnya salah satu pihak, yaitu suami atau isteri. Sedangkan karena putusan 

pengadilan merupakan keadaan berakhirnya perkawinan  atas dasar keputusan 

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum.
3
  

 Perceraian merupakan suatu keadaan yang menunjukan berakhirnya 

perkawinan tersebut karena keputusan pengadilan berdasarkan tuntutan dari salah 

satu pihak baik pihak suami maupun isteri. Dalam Pasal 114 KHI bahwa 

perceraian disebut dengan , Cerai  gugat artinya perceraian  yang didasarkan atas 

gugatan isteri terhadap suami, dan cerai talak berarti perceraian berdasarkan 

gugatan suami terhadap isteri.
4
 Perceraian yang diajukan  baik  cerai gugat 

maupun  cerai  talak  harus  memiliki alasan hukum yang jelas,  sebagaimana 

ketentuan Pasal 39 ayat 20 UU Perkawinan menyatakan bahwa: 

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri 

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". 

 Alasan-alasan perceraian disebutkan pada Pasal 19 PP Pelaksanaan UU 

Perkawinan, kemudian dilengkapi dalam Pasal 116 KHI, yang menyebutkan 

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 

                                                           
 

3
 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan Dan Kebendaan, ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2016), Hal. 63. 

 
4
 J.Abdillah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak 

Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum  

dan Hukum Islam Vol. 10, No. 2 (2019), Hal. 185, Retrieved from, 

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index. 
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a) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. 

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turur 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

c) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain. 

e) Salah satu pihhak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 

f) Di antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

g) Suami melanggar taklik talak. 

h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam  rumah tangga. 

 Sebagai landasan Undang-Undang, Perkawinan mempunyai kewenangan atau 

prinsip untuk mencegah perceraian, oleh karena itu perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan gagal dalam upayanya untuk 

mendamaikan kedua belah pihak.
5
 Penyelesaian perkara perceraian dapat 

                                                           
 

5
 Yose Febrian Sianipar, D., & Bafadhal, F.“Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember 

Nomor Perkara:465/Pdt.G/2021/PA.Jr”, Zakeen: Journal of civil and Business Law, 4(2023):163–

89, Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/Zakeen/article/view/24036. 
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dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
6
 Sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan 

bahwa: 

(1)  Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan. 

(2)  Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam  sesuai 

dengan ketentuan Perundang-Undangan. 

 Prosedur beracara di Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Adapun 

hukum acara yang berlaku dijelaskan dalam Pasal 5 UU Peradilan Agama yang 

pada intinya menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan  

Peradilan  Agama  sama dengan yang  berlaku  di  Pengadilan Umum, kecuali 

yang telah diatur secara khusus. 

 Hukum acara merupakan peraturan terkait proses penyelesaian perkara di 

pengadilan dari masuknya gugatan atau permohonan dan hingga keluarnya 

putusan atau  penetapan.
7
 Hukum acara memuat aturan terkait tata cara 

memperoleh hak dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata yang 

                                                           
  

6
 Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 4, no. 

3 (2018): 24–29, http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49. 

 
7
 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Jakarta, Prenada Media Group;2019), 

Hal. 1. 
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diajukan baik dengan “gugatan” maupun dengan “permohonan”  di  pengadilan, 

adapun hukum acara perdata  yang berlaku  hingga saat ini ialah HIR, R.Bg, Rv, 

dan perundang-undangan lainnya.  

 Perceraian dinyatakan sah setelah putusan dibacakan oleh hakim di depan 

sidang pengadilan, yang berakibat pada status hukum dari kedua belah pihak yang 

sebelumnya berstatus sebagai suami isteri, menjadi janda  dan duda akibat dari 

putusnya atau berkhirnya suatu perkawinan tersebut. Putusan memiliki kekuatan 

hukum tetap sehingga dapat dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan. 

Putusan berkekuatan hukum tetap dan harus diucapkan pada persidangan yang 

terbuka untuk umum.
8
  Kecuali pada persidangan terhadap kasus-kasus tertentu 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

 Putusan sebagai bentuk tujuan akhir dari penyelesaian perkara,  putusan harus 

memuat beberapa hal didalamnya, salah satunya ialah pertimbangan hukum, yang 

menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Pertimbangan 

hukum diawali dengan kata “menimbang” dan menjadi dasar memutus yang 

diawali dengan kata “mengingat”. Dalam memutus suatu perkara perkawinan di 

Peradilan Agama terdapat dua dasar hukum yaitu, peraturan perundang-undangan 

negara dan hukum syara’.
9
 

 Peraturan perundang-undangan ialah sesuai dengan hirarki perundang-undangan, 

sedangkan Hukum Syara’ dapat ditemukan dalam, Alqur‟an, Hadis, Qaula 

                                                           
 

8
 Tri Wahyudi Abdullah, Peradilan Agama Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2004), Hal. 167. 

 
9
 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,  (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA, 2013), Hal.207. 
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Fuqaha’, yang diterjemahkan menurut bahasa hukum.
10

 Pertimbangan hukum dan 

dasar hukum suatu putusan diutarakan berdasarkan duduk perkara yang memuat 

alasan dasar diajukannya suatu  perkara.  Kualitas suatu putusan dapat dilihat dari 

konsistensi penerapan pertimbangan hukum dan dasar hukum pada satu perkara 

yang sama di setiap tingkat peradilan. Namun sering kali suatu putusan perkara 

yang sama pada tiap-tiap tingkat peradilan mendapatkan putusan yang berbeda, 

hal ini dapat dikatakan sebagai putusan yang mengalami disparitas.  

 Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok 

perkara yang sama. Disparitas putusan terbagi menjadi dua yaitu disparitas 

horizontal dan disparitas vertikal. Disparitas horizontal merupakan disparitas 

putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat 

pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas 

vertikal merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan 

tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.
11

 Bentuk inkonsistensi 

hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama terdapat pada putusan disparitas 

vertikal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian 

perkara. Putusan yang akan dibahas oleh penulis dalam hal ini adalah putusan 

yang mengalami disparitas antara putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan  

Agama Muara Bungo (Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab) dan putusan 

pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb). 

                                                           
 

10
 Roihan A. Rasyid, Ibid. 

 
11

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi Dan 

Implikasi,” (Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia,2014), Hal. 508. 
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 Perkara ini merupakan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama 

Muara Bungo, pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab sebagai perkara 

cerai gugat, antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, yang menikah 

pada tanggal 15 Agustus 2009. Penggugat sebagai ibu rumah tangga mengajukan 

permohonan cerai terhadap tergugat, seorang petani, dengan alasan “ Bahwa sejak 

tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  mulai tidak harmonis 

disebabkan karena: 

a)  Tergugat sering meninggalkan Penggugat (keluar malam); 

b)  Tergugat tidak jujur dan sering berbohong (uang); 

c)  Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak mau membantu Penggugat 

dalam urusan pekerjaan di ladang maupun di rumah; 

 Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 ketika Tergugat diduga 

melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Hal ini menyebabkan 

terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu tidak 

terdapat nafkah lahir dan bathin. Berdasarkan alasan-alasan perceraian didukung 

dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipengadilan, termasuk keterangan 

dari dua orang saksi beserta alat bukti surat.  Hakim mempertimbangkan bahwa 

rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dibina lagi, sehingga sudah tidak 

mencapi tujuan perkawinan dalam membentuk tumah tangga sakinah, mawadah, 

dan rahmah. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan 

cerai Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut: 
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Amar Putusan (PA Muara Bungo) 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap 

Penggugat (xxxxxxxx); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 

 Setelah putusan di tetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, Tergugat 

keberatan dan mengajukan banding, sebagai bentuk upaya hukum pada tanggal 14 

Desember 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.   Dalam proses penyelesaian 

perkara, hakim pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sejalan dengan 

pengadilan tingkat pertama. Sehingga pengadilan tingkat banding memutus untuk 

membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri, dengan 

amar putusan sebagai berikut:  

Amar Putusan (PTA Jambi) 

MENGADILI 

I. Menerima permohonan banding Pembanding; 

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 

xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 20 Januari Awwal 1445 Hijriyah, 

MENGADILI SENDIRI 

1. Menolak gugatan Penggugat. 
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2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat perbedaan amar putusan antara 

pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, sehingga hal ini 

menunjukkan penerapan hukum yang keliru dalam proses penyelesaian perkara, 

yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pihak yang 

mengharapkan keadilan dalam penyelesaian perkara cerai gugat, serta dapat 

menimbulkan penderitaan maupun ketidak percayaan bagi para pihak dan 

masyarakat umum terkait penyelesaian perkara, dalam hal ini perkara cerai gugat 

akibat perselisihan, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan 

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara 

putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb ? 

2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan 

hakim pada penyelesaian perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan 

pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya disparitas 

Putusan pada perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan dalam 

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai 

literatur dalam memajukan ilmu pengetahuan. pengetahuan terkait 

penerapan alasan-alasan perceraian atau sebab-sebab putusnya perkawinan, 

dan sebagai literatur dalam bentuk perkembangan hukum di area peradilan, 

khususnya dalam menganalisis putusan yang merupakan salah satu produk 

dari Peradilan Agama. 

b. Secara Praktisi 

 Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dan menjadi salah satu komponen upaya untuk 

menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan 

dengan hukum acara dan peranan hakim dalam mengadili perkara. 
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D. Kerangka Konseptual 

1. Tinjauan Yuridis 

 Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjau” dan “yuridis”, dimana “tinjau” 

berarti mempelajari secara cermat. Istilah “tinjau” berasal dari akhiran “-an” 

yang berarti meninjau suatu hal. Oleh karena itu, meninjau terdiri dari 

observasi cermat, meriksa (memahami), pandangan, dan pendapat (yang 

meliputi mengamati, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan analisa atau analisis. Dalam kamus hukum kata yuridis berasal 

dari istilah “yuridisch” mengacu pada pandangan atau ketaatan pada hukum. 
12

  

 Yuridis diartikan berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku. Sehingga 

tinjauan yuridis dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan meninjau, 

memeriksa (untuk memahami), suatu hal atau pandangan menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Disparitas 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas merupakan perbedaan.
13

 

Atau dalam kata lain disparitas merupakan terjadinya perbedaan penerapan 

kaidah hukum dalam penyelesaian satu perkara yang sama. Disparitas terbagi 

menjadi dua yaitu disparitas horizontal atau penerapan kaidah hukum yang 

berbeda pada satu perkara yang sama antar pengadilan tingkat pertama. 

Disparitas vertikal  atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada perkara 

                                                           
 

12
  Marwan, SM, & Jimmy, P.,  Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), Hal. 651. 

 
13

 “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/, 

diakses pada senin 13 November 2023, 20.34 WIB. 
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yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan yang lebih tinggi 

(banding hingga kasasi).
14

 

3. Putusan  

 Putusan adalah bentuk  keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim dari 

suatu pemeriksaan persidangan dipengadilan sebagai bentuk penyelesaian 

terhadap suatu perkara.
15

 Putusan merupakan salah satu produk pengadilan 

yang menjadi tujuan akhir dipengadilan. Putusan memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat sehingga putusan harus dijalankan oleh para pihak yang 

bersangkutan.
16

 

4. Perceraian 

 Perceraian dimuat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memiliki arti 

fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan 

atas putusan pengadilan”.
17

 Sehingga perceraian merupakan salah satu 

penyebab putusnya perkawinan. Perceraian diartikan sebagai cara mengakhiri 

suatu perkawinan karena putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak 

dalam suatu perkawinan.  

 Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perceraian terbagi menjadi dua 

yaitu, cerai gugat (khulu’) dan cerai talak.
18

 Cerai gugat merupakan perceraian 

yang diajukan oleh pihak isteri, sedangkan cerai talak merupakan perceraian 

                                                           
 

14
 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Op.cit, Hal. 508.” 

 
15

 M. Firdaus Sholihin, dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015). 

 
16

 Abdullah Tri Wahyudi, Op.cit, Hal. 167. 

 
17

 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2013), Hal. 15. 

 
18

 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Ibid, Hal. 16. 
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yang diajukan oleh pihak suami. Secara sederhana perceraian diartikan sebagai  

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. 

 Jadi maksud dari penelitian penulis adalah untuk mencari kepastian hukum dari 

penerapan pertimbangan hukum hakim pada penyelesaian perkara perceraian 

akibat perselisihan, serta untuk menganalisis sebab terjadinya perbedaan 

penerapan pertimbangan hukum atau disparitas pada penyelesaian perkara 

perceraian antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding 

dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

E. Landasan Teoritis 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut 

teori yang digunakan sebagai landasan: 

1. Teori Kepastian Hukum 

 Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum terdapat tiga 

unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
19

 Kepastian hukum 

menjadi landasan utama pada suatu negara untuk menerapkan hukum. 

Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa hukum telah 

dijalankan, dimana yang memperoleh haknya telah berdasarkan hukum yang 

berlaku, dan adanya pelaksanaan pada suatu putusan.
20

 

 

                                                           
 

19
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 

Hal. 145. 

 
20

 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya 

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): 216–26, 

Hal. 220, Retrieved from http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291. 
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 Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang didasarkan pada 

peraturan yang berlaku, sehingga seseorang dapat mencapai sesuatu  pada 

keadaan tertentu, karena kepastian hukum dapat menjamin terciptanya 

kedamaian dari suatu ketertiban dan keadilan pada kehidupan masyarakat. 

Sehingga adanya kepastian hukum dapat menciptakan kepastian hak bagi 

setiap individu dan menghindari terjadinya kekaburan norma terhadap suatu 

permasalahan yang terjadi. 

2. Teori Keadilan 

 Keadilan berasal dari kata adil dengan istilah “justitia” artinya tidak berat 

sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-

wenang.
21

 Kata adil memiliki konsep yang relatif, karena adil bagi satu pihak 

tidak dapat dipastikan adil bagi pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertukusumo, 

keadilan adalah suatu jenis penilaian yang didasarkan pada tingkah laku 

seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan norma tertentu sebagai 

pedoman.
22

 

 Keadilan termuat pada setiap kepala putusan dengan bunyi “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan pada putusan berarti 

menunjukan sikap yang tidak berpihak, dan juga menjunjung tinggi persamaan 

hak dan kewajiban. Adil dalam putusan dapat tercapai ketika kedua belah pihak 

menerima dan merasakan keadilan yang dicari melalui proses persidangan.  

 

                                                           
 

21
 J.T. Prasetyo J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, Kamus Hukum (Jakarta: Catra Dharma 

Press, 2019), Hal.21. 

 
22

 Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 

Hal.71-72. 
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F. Orisinalitas Penelitian 

 Penelitian terbaru berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan 

Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)”, dengan fokus utama pada dua (2) putusan yang 

dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Muara Bungo) 

dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi), mengenai 

pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim pada masing-masing putusan 

terkait penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan. 

 Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan 

penelitian penulis: 

1. Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Oleh Ayub 

Mursalin (2023), dengan judul “Legalitas Perkawinan Beda Agama: 

Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”. Penelitian ini 

berfokus pada putusan hakim yang mengalami disparitas atau terjadinya 

perbedaan penerapan hukum pada perkara legalitas perkawinan beda 

agama, yang diterapkan pada tiga (2) lembaga pengadilan yang berbeda, 

yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.  

2. Skripsi oleh Aminah Limbong (2023), dengan judul “Disparitas Putusan 

Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Banyuwangi 

Dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/PA.Bwi 

Dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg). Penelitian ini berfokus 

pada dua (2) putusan Pengadilan Agama yang berbeda, pada putusan 

nomor 4539/Pdt.g/PA.Bwi dan putusan nomor 0194/Pdt.g/2018/PA.Gsg. 
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penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang 

diterapkan dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi serta 

membahas faktor terjadinya disparitas pada kedua putusan pengadilan 

tingkat pertama tersebut.  

3. Skripsi oleh Prabanita Sundari (2019), dengan judul “Disparitas Putusan 

Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, 

Dan Kasasi Nomor 281 K/AG/2017 Tentang Cerai Talak”. Penelitian ini 

berfokus pada tiga (putusan) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, 

Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini 

membahas penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam 

menyelesaikan perkara cerai talak, dari tiga tingkat pengadilan yang 

berbeda.  

4. Skripsi oleh Devi Muflihah Nurjannah (2018), dengan judul “Disparitas 

Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 

0314/Pdt./2016/PTA. Bdg Tentang Perceraian”. Penelitian ini membahas 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dan metode 

penemuan hukum yang digunkan dalam menjatuhkan putusan verstek, 

serta mengetahui disparitas putusan pengadilan tingkat pertama dan 

tingkat banding yang memutus perkara dengan dasar hukum yang sama 

yaitu Pasal 129 ayat (2) HIR.  

 Secara keseluruhan penelitian terbaru memberikan kontribusi literatur dengan 

menyoroti dua (2) putusan cerai gugat akibat perselisihan, yang membahas secara 

khusus mengenai kepastian hukum dari perbedaan penerapan hukum yang 
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diterapkan oleh hakim pada masing-masing putusannya, serta untuk menjelaskan 

faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hakim dalam 

menyelesaikan perkara perceraian, antara pengadilan tingkat pertama dan 

pengadilan tingkat banding. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, artinya penelitian 

yang berfokus pada analisis norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.23 

Norma atau kaidah adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku 

seseorang, sekelompok atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan 

orang lain atau dengan makhluk hidup lain, serta dengan lingkungannya.24 

Norma hukum dapat ditemukan dalam undang-undang, putusan pengadilan dan 

kehidupan masyarakat. Adapun objek penelitian ini ialah Putusan Hakim, yaitu 

Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.  

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

Bahan hukum yang diterapkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu: 

1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 

2) Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG) 

                                                           
23

 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cet. 4, 

Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022, Hal. 101. 
24

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet.2, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2016, Hal. 83. 
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3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. 

6) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

b. Pendekatan Konseptual 

 Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai pertimbangan hukum 

yang diterapkan oleh hakim dalam putusan cerai gugat akibat perselisihan. 

Serta melihat bagaimana hakim menerapkan pertimbangan dan dasar hukum 

pada masing-masing putusan yang menjadi penyebab timbulnya disparitas 

putusan, pada penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan. 

Berikut pendekatan konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1) Teori Kepastian Hukum 

2) Teori Keadilan 

c. Pendekatan Kasus 

 Pendekatan ini dilakukan dengan membuat telaah terhadap kasus yang 

berkaitan dengan masalah hukum. Kasus yang menjadi objek penelitian 
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penulis yaitu putusan yang mengalami disparitas, sehingga menimbulkan 

konflik norma antara putusan pengadilan tinkat pertama dan putusan 

pengadilan tingkat banding dalam Putusan nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba 

dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan- 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
25

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan  dan 

putusan hakim sebagai bahan hukum primer. Putusan yang digunakan yaitu  

Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba 

dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

Adapun peraturan perundang-undangan  yang digunakan  dalam penelitian 

ini yaitu: 

1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 

2) Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG) 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. 

                                                           
 

25
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 

Hal.141. 
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6) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

8) Dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primer. Yang terdiri buku-buku atau 

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung bahan hukum 

primer dan sekunder berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan kamus 

besar bahasa indonesia. 

4. Analisa Bahan Hukum 

 Analisis hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari bahan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengkaji data 

untuk melihat analisis dari penerapan putusan hakim pada dua tingkat 

pengadilan yang berbeda dalam memberikan putusan yang adil. Serta 

menganalisis penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hakim dalam 

menerapkan pertimbangan dasar hukum pada penyelesaian perkara perceraian 

dengan alasan perselisihan. 
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H.  Sistematika Penulisan  

Bab I  Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, 

Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II  Tinjauan umum tentang tinjauan yuridis, disparitas, putusan dan 

perceraian, bab ini juga memuat kerangka teori yang didasarkan 

kepada judul dan objek penelitian penulis sebagai penjelasan teori dan 

landasan pada bab selanjutnya. 

Bab III  Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi 

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb). 

1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya 

perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.  

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.  

Bab IV  Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penerapan pada bab ketiga dan 

juga diikuti dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang 

menjadi objek penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN YURIDIS, DISPARITAS, 

PUTUSAN, DAN PERCERAIAN 

A. Konsep Umum Tinjauan Yuridis 

 Tinjauan yuridis beìrasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan dapat 

diartikan seìbagai suatu keìgiatan peìngumpulan data yang dilakukan meìlalui 

peìnggunaan analisa atau analisis. Tinjauan meìrupakan suatu meìtodeì meìnampilkan 

data seìcara konsisteìn antar baris seìhingga hasil analisis dapat dipahami dan 

meìmpunyai makna.
26

 Tinjauan dilakukan deìngan meìrangkum seìjumlah data yang 

keìmudian dikeìlompokan meìnjadi bagian-bagian yang reìleìvan untuk me ìnjawab 

peìrmasalahan deìngan meìnggunakan meìtodeì analisa atau analisis. Se ìdangkan kata 

“yuridis” meìrupakan se ìgala hal yang be ìrkaitan deìngan hukum yang sah diakui 

oleìh peìmeìrintah. 

 Yuridis dapat diartikan seìbagai beìrikut: meìnurut undang-undang atau 

beìrdasarkan peìristiwa yang seìbeìnarnya. Yuridis juga digambarkan seìbagai suatu 

jeìnis hukum yang diakui undang-undang atau bole ìh dilaksanakan, baik be ìrupa 

peìraturan peìrundang-undangan, keìbiasaaan, eìtika, hingga dalam be ìntuk moral.
27

 

Seìhingga tinjauan yuridis dapat disimpulkan se ìbagai suatu peìrbuatan me ìmeìriksa 

untuk meìmahami, suatu hal atau pandangan me ìnurut  hukum dari peìrundang-

undangan yang be ìrlaku. 
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 Tinjauan yuridis dalam pe ìneìlitian ini ialah me ìlakukan suatu keìgiatan deìngan 

meìnganalisis teìrhadap putusan teìrkait ceìrai gugat yang dihasilkan dari putusan 

dua tingkatan yang beìrbeìda, , deìngan tujuan untuk me ìneìntukan pola pikir dalam 

proseìs peìnye ìleìsaian se ìngkeìta hukum, dalam hal ini me ìninjau  putusan ce ìrai gugat 

akibat peìrseìlisihan yang  me ìngalami disparitas putusan. 

B. Tinjauan Umum Disparitas Putusan 

1) Peìngeìrtian Disparitas Putusan 

 Disparitas dalam Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia ialah jarak atau peìrbeìda.
28

 

Disparitas juga digambarkan seìbagai suatu peìnalaran hukum beìrbeìda yang 

digunakan dalam meìnye ìleìsaikan satu  kasus teìrteìntu. Kaidah hukum diartikan 

seìbagai peìraturan yang meìmbatasi  manusia untuk beìrpeìrilaku diteìngah 

keìhidupan masyarakat agar keìpeìntingan hukum antara satu sama lain dapat 

teìrlindungi. Kaidah hukum pada hakikatnya ialah meìrumuskan suatu 

pandangan teìrhadap peìnilaian atau sikap yang seìharusnya dapat dilakukan atau 

yang seìharunya tidak atau dilarang untuk dilakukan.
29

 

 Disparitas diartikan juga se ìbagai peìrbeìdaan amar dari beìbeìrapa putusan 

pada kasus atau pe ìrkara yang sama. Disparitas te ìrbagi meìnjadi dua yaitu 

disparitas horizontal dan disparitas veìrtikal. Dispartitas horizontal meìrupakan 

putusan deìngan peìneìrapan kaidah hukum yang be ìrbeìda pada satu pe ìrkara yang 

sama antar peìngadilan tingkat pe ìrtama. Disparitas veìrtikal  meìrupakan 

peìneìrapan kaidah hukum yang be ìrbeìda pada satu pe ìrkara yang sama antara 
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peìngadilan tingkat pe ìrtama deìngan peìngadilan tingkat banding hingga kasasi.
30

 

Disparitas putusan dapat disimpulkan seìbagai peìrbeìdaan peìneìrapan hukum 

dalam putusan te ìrhadap kasus yang sama, baik antar Pe ìngadilan Agama 

(disparitas horizontal) maupun antar Peìngadilan Agama dan pe ìngadilan yang 

leìbih tinggi (disparitas veìrtikal).  

2) Faktor Peìnye ìbab Teìrjadinya Disparitas Putusan 

 Disparitas putusan meìrupakan peìrbeìdaan peìneìrapan hukum pada satu 

peìrkara yang sama, seìhingga disparitas meìnjadikan suatu keìadaan yang 

beìrbalik dari asas hukum seìcara umum yang meìnyatakan adanya peìrsamaan di 

muka hukum (eìquallity beìforeì theì law).  Dalam meìnjatuhkan putusan seìorang 

hakim dibeìrikan keìkuasaan yang meìrdeìka, atau keìbeìbasan seìbagaimana 

keìteìntuan dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik 

Indoneìsia 1945 seìbagaki beìrikut: 

“Keìkuasaan keìhakiman me ìrupakan keìkuasaan yang me ìrdeìka untuk 

meìnye ìleìnggarakan pe ìradilan guna me ìneìgakan hukum dan keìadilan. Syarat-

syarat untuk me ìnjadi dan untuk dibeìrheìntikan seìbagai hakim dite ìtapkan 

deìngan undang-undang”. 

 

 Keìbeìbasan hakim dalam me ìmutus seìuatu peìrkara se ìlanjutnya 

diimpleìmeìntasikan dalam UU Keìkuasaan Keìhakiman. Deìngan adanya 

keìkuasaan keìhakiman dalam me ìmutus suatu peìrkara meìnjadi peìnye ìbab utama 

teìrjadinya suatu disparitas putusan, se ìlain dari keìkuasaan keìhakiman te ìrdapat 

beìbeìrapa faktor yang me ìnyeìbabkan teìrjadinya disparitas putusan, yaitu: 
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a) Faktor Inteìrnal dan Eìksteìrnal Hakim 

 Disparitas putusan dapat dipe ìrngaruhi kareìna adanya faktor inte ìrnal dan 

eìksteìrnal dari soe ìrang hakim dalam me ìmutus suatu peìrkara. Yang dimaksud 

deìngan faktor inte ìrnal yaitu adanya pe ìngaruh dari ide ìntitas yang be ìragam 

seìorang hakim, mulai dari se ìjarah keìhidupan, peìndidikan, peìmahaman 

seìorang hakim, se ìlanjutnya sosio cultural atau budaya keìhidupan, seìrta 

peìngalaman-peìngalaman keìrja seìorang hakim se ìbeìlumnya.
31

 Faktor inte ìrnal 

seìorang hakim akan me ìmpeìngaruhi hasil putusan yang dike ìluarkannya, 

kareìna se ìtiap hakim akan me ìmiliki faktor-faktor inteìrnal yang be ìrbeìda-

beìda.  

 Faktor eìksteìrnal seìorang hakim be ìrasal dari alat-alat bukti yang diajukan 

dipeìngadilan, yang me ìnimbulkan keìyakinan seìorang hakim dalam me ìmutus 

suatu peìrkara. Pe ìmbuktian meìrupakan suatu proseìs untuk me ìmbuktikan 

teìntang keìbeìnaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dike ìmukakan dalam suatu 

peìrseìngkeìtaan.
32

 Tahap peìmbuktian me ìrupakan tahap peìneìntuan yang 

paling spe ìsifik. Kareìna pada tahap ini para pihak dibe ìrikan keìseìmpatan 

yang sama untuk me ìnunjukan fakta-fakta hukum yang me ìjadi pokok 

peìrkara.  Se ìtiap proseìs peìrsidangan akan me ìleìwati tahap-tahap peìmbuktian 

yang beìrbeìda-beìda seìhingga akan me ìnimbulkan keìyakinan hakim yang 

beìrbeìda pada tiap-tiap peìrkara.  Putusan hakim dinyatakan be ìrhasil apabila 

meìmeìnuhi dua peìrsyaratan yaitu me ìmeìnuhi keìbuthan teìoritis maupun 
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keìbutuhan praktisi. Keìbutuhan teìoritis meìrupakan peìnitikbe ìratan pada 

peìrtimbangan hukum yang be ìrasal dari fakta hukum, se ìhingga putusan 

teìrseìbut dapat dipe ìrtanggung jawabkan dari se ìgi keìilmuan, bahkan dalam 

putusan se ìring meìmuat hukum baru yang ke ìmudian meìnjadi yurisprudeìnsi 

(sumbeìr hukum). Se ìdangkan keìbutuhan praktisi me ìrupakan putusan yang 

dianggap te ìlah meìnyeìleìsaikan peìrsoalan/seìngkeìta hukum yang dapat 

diteìrima ole ìh para pihak, masyarakat umum, kare ìna dirasa adil, be ìnar, dan 

teìlah beìrdasarkan hukum.
33

 

b) Peìrbeìdaan Sisteìm Hukum 

 Indoneìsia meìmbeìrlakukan dua jeìnis sisteìm hukum yaitu, sisteìm hukum 

teìrtulis dan sisteìm hukum tidak teìrtulis seìpeìrti hukum adat.
34

 Hukum teìrtulis 

meìrupakan hukum yang dibuat oleìh leìmbaga leìgislatif beìrsama leìmbaga 

eìkseìkutif dan teìlah disahkan keìbeìrlakuannya seìpeìrti Kitab Undang-Undang 

Hukum Peìrdata (KUHPeìr), Undang-Undang (UU), Peìraturan Peìmeìrintah 

(PP), dan lainnya. Seìdangkan hukum tidak teìrtulis ialah hukum yang 

beìrkeìmbang dimasyarakat, hukum ini tidak ditulis namun teìtap ditaati oleìh 

masyarakat, seìpeìrti hukum adat.
35

 

 Sisteìm Hukum Kontineìntal Masyarakat Eìropa, juga dikeìnal seìbagai 

Sisteìm Hukum Roma atau sisteìm hukum civil law adalah siste ìm hukum 

deìngan dasar me ìmpeìroleìh keìkuatan hukum yang me ìngikat,  diwujudkan 
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dalam beìntuk peìraturan peìrundang-undangan te ìrtulis. Tujuan siste ìm hukum 

ini ialah me ìncapai kata “keìpastian hukum”, yang diwujudkan de ìngan 

keìhidupan manusia deìngan aturan hukum te ìrtulis. Seìhingga seìorang hakim 

yang meìnangani suatu pe ìrkara beìrdasarkan sisteìm hukum ini hanya 

meìneìtapkan peìraturan-peìraturan dalam batas keìweìnangannya. 

 Seìlain hukum te ìrtulis teìrdapat teìrdapat juga hukum meìngikat yang 

beìrsumbeìr dari sisteìm hukum Islam dan sisteìm hukum Peìrdata Adat, yang 

keìduanya teìrmasuk keì dalam hukum Adat. Hukum adat meìrupakan aturan 

peìrilaku bagi orang-orang pribumi maupun orang timur asing, disatu satu 

sisi meìmiliki sanksi (dikatakan hukum), disisi lainnya tidak dikodifikasi 

(dikatakan adat).
36

 Deìngan adanya pe ìneìrapan sisteìm hukum yang be ìrbeìda 

pada suatu putusan, akan meìmbeìrikan hasil putusan yang be ìrbeìda pula pada 

seìtiap peìrkara. 

c) Fakta Peìrsidangan 

 Fakta peìrsidangan dipeìroleìh dalam proseìs peìmbuktian dipe ìrsidangan, 

fakta-fakta peìrsidangan harus dibuktikan dimuka pe ìngadilan. Para pihak 

akan meìngajukan dalil-dalil peìmbuktian yang ke ìmudian meìngungkap fakta 

pada peìrsidangan, hal ini akan me ìnjadi dasar peìrtimangan hakim dalam 

meìneìntukan fakta-fakta hukum dalam pe ìrsidangan.  Peìmbuktian se ìcara  luas 

meìrupakan peìmbuktian yang meìmpeìrkuat keìyakinan hakim dalam me ìmbuat 

suatu keìsimpulan. Pe ìmbuktian diharapkan dapat me ìnjadi sumbeìr keìyakinan  
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hakim, se ìhingga hakim dalam me ìmbuat keìsimpulan dapat me ìnghindari 

keìraguan, kare ìna dalam kondisi ragu dapat be ìrakibat pada hasil ke ìputusan 

yang keìliru. Seìdangkan peìmbuktian seìcara seìmpit meìrupakan peìmbuktian 

yang dilakukan be ìrdasarkan peìmbuktian peìnggugat dibantah ole ìh teìrgugat, 

seìhingga peìmbuktian teìrseìbut meìmbutuhkan dalil.
37

   

 Peìmbuktian tidak hanya me ìnuju pada keìbeìnaran seìcara mutlak, teìtapi 

ada keìmungkinan te ìrjadinya peìmalsuan dalil-dalil baik dari pe ìngakuan, 

peìmbuktian (surat dan saksi) yang diajukan se ìbagai alat bukti. Deìngan 

adanya peìrbeìdaan fakta-fakta peìrsidangan yang te ìrjadi pada suatu pe ìrkara 

maka akan beìrpeìngaruh pada hasil putusan pe ìrkara teìrseìbut. 

3) Dampak Disparitas Putusan 

 Disparitas putusan me ìmbawa probleìmatikan teìrseìndiri dalam peìnyeìleìsaian 

suatu peìrkara. Tujuan para pihak me ìnyeìleìsaikan peìrkaranya dimuka 

peìngadilan ialah untuk me ìndapatkan keìadilan seìrta keìpastian hukum atas hak 

dan keìwajiban para pihak. Namun putusan hakim tidak seìlalu meìmbawa 

keìbahagiaan. Seìbab, putusan hakim teìrkadang dapat meìnimbulkan 

keìtidakpeìrcayaan dan peìrilaku meìnyimpang yang tidak hanya diseìbabkan oleìh 

proseìs dan putusan yang tidak dilaksanakan deìngan baik, namun juga kareìna 

disparitas putusan, antara lain disparitas proseìdur, disparitas hukum, disparitas 

peìrlakuan, dan  disparitas akhir.
38

 Disparitas  putusan  hakim di  Pe ìngadilan 

Agama dikhawatirkan me ìnimmbulkan pole ìmik peìnyeìleìsaian seìngkeìta atau 

peìrkara, antara lain se ìbagai beìrikut: 
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a.  Tidak ada peìdoman yang jeìlas bagi hakim Pe ìngadilan Agama untuk 

meìmutus se ìngkeìta atau peìrkara pada peìrsoalaan seìrupa  

b. Beìrpoteìnsi meìmbeìrikan privat affair (keìpeìntingan pribadi) te ìrhadap 

suatu putusan, de ìngan meìneìrapkan peìrtimbangan hukum yang hanya 

meìnguntungkan salah satu pihak dalam be ìrpeìrkara. 

c. Meìnimbulkan inkonsiste ìnsi putusan hakim antar putusan pada kasus 

yang sama. 

d. Meìnciptakan peìrbeìdaan preìseìpsi atau pandangan masyarakat, yang 

beìrdampak pada rasa keìadilan.
39

 

 Teìrjadinya disparitas putusan dapat me ìnimbulkan keìtidakpastian hukum, 

seìhingga akan me ìnghambat teìrcapainya tujuan hukum yaitu: ke ìpastian hukum, 

keìmanfaatan hukum, dan ke ìadilan hukum. Jatuhnya putusan yang be ìrbeìda 

pada satu peìrkara yang sama me ìrupakan keìadaan beìrbanding te ìrbalik deìngan 

tujuan peìneìgakan hukum yang adil bagi se ìmua golongan masyarakat. Se ìhingga 

keìadaan disparitas putusan dapat me ìrusak rasa keìadilan dan ke ìpeìrcayaan 

masyarakat. 

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan 

4) Peìngeìrtian Putusan Pe ìngadilan 

 Produk Pe ìngadilan Agama te ìrbagi me ìnjadi putusan dan peìneìtapan. Dalam 

istilah Beìlanda putusan disbut de ìngan “vonnis” atau “beìslising” yaitu produk 

peìngadilan beìrdasarkan seìngkeìta para pihak se ìbagai “peìnggugat” dan 
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“teìrgugat”.
40

 Putusan adalah suatu hasil akhir yang digunakan ole ìh hakim 

untuk meìngakhiri atau dijadikan se ìbagai cara pe ìnye ìleìsaian suatu se ìngkeìta. 

Keìteìntuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, me ìnyatakan bahwa se ìteìlah 

peìmeìriksaan peìrkara seìleìsai, kareìna keìweìnangannya maje ìlis hakim me ìlakukan 

musyawarah untuk me ìngambil keìputusan seìbagi beìntuk peìnyeìleìsaian peìrkara 

untuk para pihak.
41

 

 Putusan me ìnurut istilah me ìrupakan hasil dari pe ìmeìriksaan gugatan, 

dalam beìntuk  teìrtulis yang diucapkan pada pe ìrsidangan te ìrbuka untuk 

umum.
42

 Putusan peìngadilan seìlalu meìmbeìrikan peìrintah keìpada pihak yang 

kalah untuk beìrbuat  atau me ìlakukan seìsuatu. Seìhingga diktum yang dibe ìrikan 

seìlalu beìrsifat  me ìnghukum atau beìrsifat me ìnciptakan. 
43

 Hukum acara pe ìrdata 

meìmbeìrikan hukuman beìrupa ganti rugi atau pe ìmeìnuhan preìstasi teìrhadap 

pihak yang me ìmeìnangkan suatu se ìngkeìta atau peìrkara. Putusan harus 

dilaksanakan. 

 Putusan peìngadilan meìnjadi tujuan bagi para pihak yang be ìrseìngkeìta 

dipeìngadilan, se ìhingga putusan harus me ìnciptakan rasa adil, tidak me ìmihak, 

dan tidak me ìmbeìda-beìdakan keìdudukan sosail para pihak, hal ini se ìbagaimana 

keìteìntuan dalam Pasal 4 UU Ke ìkuasaan Keìhakiman. Putusan pe ìngadilan 

dikatakan beìrhasil seìteìlah meìmuat keìadilan, keìmanfaatan, dan ke ìpastian bagi 
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para pihak, atau se ìmua pihak yang me ìmiliki keìpeìntingan, hingga ke ìpada 

masyarakat umum.
44

 

5) Jeìnis-Jeìnis Putusan Peìngadilan 

 Hukum acara pe ìrdata meìmiliki beìbeìrapa jeìnis-jeìnis putusan, yang dapat 

dilihat dari be ìrbagai sudut pandang (preìspeìktif),  je ìnis-jeìnis putusan dapat 

dilihat dari se ìgi fungsi, dari seìgi isi/muatan, se ìgi sifatnya, dan dari se ìgi 

keìhadiran para pihak. 

a. Putusan dari seìgi fungsi 

 Pasal 196 ayat (1) HIR/Psal 185 ayat (1) RBG yang pada intinya 

meìnyatakan bahwa teìrdapat putusan yang diucapkan dalam pe ìrsidangan 

teìtapi tidak se ìbagi putusn akhir, artinya tidak dibuat seìcara teìrtulis namun 

dituliskan dalam beìrita acara peìrsidangan saja. Beìrdasarkan keìteìntuan dua 

pasal teìrseìbut dapat dilihat bahwa putusan dilihat dari se ìgi fungsinya 

teìrbagi meìnjadi 2 (dua) jeìnis putusan, seìbagai beìrikut: 

(1)  Putusan akhir 

Putusan akhir meìrupakan beìntuk  akhir dari peìmeìriksaan peìrkara, 

baik seìteìlah maupun seìbeìlum meìlalui seìmua tahap peìmeìriksaan 

dipeìngadilan.
45

 

(2) Putusan Se ìla 

Putusan seìla meìrupakan putusan yang ada seìbeìlum adanya putusan 

akhir, artinya pada saat proseìs peìmeìriksaan beìrlangsung, deìngan 
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tujuan untuk meìmpeìrlancar jalannya peìrsidangan. Dalam teìori 

teìrdapat 4 (eìmpat) jeìnis putusan seìla, antara lain:
46

 

 Putusan preìparatoir, meìrupakan putusan yang me ìnajdi beìntuk 

peìrsiapan putusan akhir, dan seìbagi peìngaturan peìmeìriksaan 

peìrkara tanpa meìmbeìri peìngaruh pada pokok peìrkara dan putusan 

akhir. 

 Putusan inteìrlucotoir, meìrupakan putusan yang be ìrisi beìrbagai 

peìrintah peìmbuktian dan digunakan se ìbagai peìneìntu putusan 

akhir. 

 Putusan insideìntil, meìrupakan putusan te ìrkait suatu pe ìristiwa 

yang dapat meìngheìntikan proseìs peìrsidangan. 

 Putusan provisionil, meìrupakan putusan yang me ìmbeìrikan 

peìneìtapan untuk keìpeìntingan suatu pihak se ìbeìlum adanya 

putusan akhir. Putusan ini diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBG. 

d. Putusan dari seìgi isi/muatannya 

Putusan beìrdasarkan isinya teìrbagi meìnjadi 4 (eìmpat), seìbagai be ìrikut: 

(1)  NO (Nieìt Onvanklijk Veìrklaard), meìrupakan putusan yang me ìnolak 

gugatan, kareìna tidak teìrmuatnya dasar hukum pada suatu gugatan , tidak 

adanya keìpeìntingan peìnggugat, gugatan kabur (obseìcuur libeìl), gugatan 

preìmatur atau beìlum waktunya diajukan, gugatan neìbis in ideìm atau teìlah 

diputus peìngadilan deìngan objeìk dan pihak yang sama, gugatan eìror in 

peìrsona atau salah alamat, gugatan dalauarsa atau te ìlah le ìwat waktu, 
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gugatan hanging atau dihe ìnrikan seìmeìntara meìnunggu putusan 

Mahkamah Agung kareìna adanya se ìngkeìta keìweìngan meìngadili. 

(2)  Putusan gugur, meìrupakan putusan yang dijatuhkan ke ìtika peìnggugat 

tidak hadir dan tidak me ìngutus wakilnya dipe ìrsidangan, yang te ìlah 

meìleìwati panggilan se ìcar reìsmi dan patut, se ìdangkan te ìrgugat hadir 

dipeìrsidangan. 

(3)  Putusan me ìnolak, meìrupakan putusan yang dijatuhkan kareìna peìnggugat 

tidak dapat meìlakukan peìmbuktian atas dalil-dalil gugatanya. 

(4)  Putusan me ìngabulkan, meìrupakan putusan yang dijatuhkan kare ìna dalil 

gugatan dapat dibuktikan, dan dinyatakan te ìrbukti. 

e. Putusan dari seìgi sifatnya 

Putusan me ìnurut sifat amar (diktum)-nya, teìrbagi meìnjadi 3 (tiga) je ìnis 

yaitu: 

(1)  Putusan deìklaratoir, meìrupakan putusan te ìrkait status hukum se ìsuatu 

atau seìseìorang, misalnya putusan ahli waris, putusan ke ìpeìmilikan suatu 

beìnda, dan lain seìbagainya. 

(2)  Putusan constitutieìf  (peìngaturan), me ìrupakan putusan yang dapat 

meìnghilangkan atau me ìnimbulkan seìsuatu keìadaan hukum baru, se ìpeìrti 

putusan peìrceìraian. 

(3)  Putusan condeìmnatoir (meìnghukum), meìrupakan putusan yang me ìmiliki 

sifat me ìnghukum teìrhadap pihak kalah untuk me ìmbeìrikan preìstasi, 

seìpeìrti hukuman ganti rugi, dan hukuman lainnya. 
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f. Putusan dari seìgi keìhadiran para pihak 

(1)  Putusan veìrsteìk, meìrupakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirya 

teìrgugat se ìteìlah dilakukan peìmanggilan se ìcara reìsmi dan patut, tanpa 

alasan yang sah. 

(2)  Putusan kontradiktoir, meìrupakan putusan yang dijatuhkan apabila 

teìrgugat hadir atau peìrnah hadir dalam peìrsidangan. 

3. Prinsip-Prinsip Putusan Peìngadilan 

 Putusan me ìrupakan bagian inteìgral deìngan eìksisteìnsi peìmbuatnya, pe ìmbuat 

putusan ialah se ìorang hakim yang me ìmiliki keìweìnangan seìbagaimana yang 

dibeìrikan ole ìh UU Keìkuasaan Keìhakiman, seìbagai peìneìgak hukum yang te ìlah 

diteìtapkan ole ìh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam me ìneìtapkan 

suatu putusan se ìorang hakim harus me ìmpeìrtimbangkan 3 (tiga) prinsip umum 

seìbuah putusan, seìbagai beìrikut:
47

 

a. Leìgal justiceì, bahwa putusan harus dibuat de ìngan tujuan untuk me ìnjamin, 

meìlindungi, dan me ìmeìnuhi rasa ke ìadilan bagi se ìtiap orang deìngan teìtap 

meìmatuhi peìraturan peìrundang-undangan yang beìrlaku.  

b. Social justiceì, bahwa putusan harus dibuat de ìngan tujuan me ìnjamin, 

meìlindungi, dan me ìmeìnuhi rasa keìadilan bagi se ìtiap orang de ìngan 

peìrtimbangan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosial budaya  

yang beìrlaku di masyarakat. 
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c. Moral justiceì, bahwa  putusan harus dibuat de ìngan tujuan me ìnjamin, 

meìlindungi, dan me ìmeìnuhi rasa ke ìadilan bagi se ìtiap orang de ìngan teìtap 

meìmpeìrhatikan aspeìk-aspeìk eìtika dan moral. 

D. Tinjauan Umum Perceraian 

1. Deìfinisi dan konseìp dasar peìrceìraian 

 Peìrceìraian beìrasal dari kata “ceìrai” meìnurut Kamus Beìsar Bahasa Indone ìsia 

diartikan seìbagai pisah atau putus.
48

 Istilah peìrceìraian teìrmuat pada Pasal 38 

UU Peìrkawinan bahwa “pe ìrkawinan dapat putus kareìna keìmatian, pe ìrceìraian, 

dan atas putusan pe ìngadilan”.  Istilah pe ìrceìraian meìnurut UU Pe ìrkawinan 

meìnunjukan adanya: 

 Suami atau iste ìri dapat meìlakukan suatu tindakan hukum yang dapat 

meìmutus hubungan peìrkawinan diantara me ìreìka, 

 Hubungan suami dan iste ìri dapat putus kareìna suatu peìristiwa hukum, 

yaitu keìmatian dari salah satu pihak, deìngan keìteìntuan yang pasti dan 

meìrupakan keìteìtapan dari Tuhan, 

 Putusan peìngadilan dapat meìmeìbrikan akibat  hukum pada putusnya 

hubungan peìrkawinan antara suami dan isteìri. 

 Seìcara yuridis pe ìrceìraian meìrupakan putusnya pe ìrkawinan, yang be ìrakibat 

beìrakhirnya hubungan se ìbagai suami iste ìri atau beìrheìnti beìrsuami isteìri.  

Peìrceìraian dike ìnal deìngan 2 (dua) istilah,   ce ìrai gugat (khulu‟) dan ce ìrai  

talak.
49

 Ceìrai gugat (khulu‟) atau  “talak te ìbus” artinya talak yang diucapkan 
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suami deìngan peìmbayaran ole ìh isteìri teìrhadap suami. Seìdangkan ceìrai talak 

dalam istilah fiqih beìrarti meìmbatalkan peìeìrjanjian”, talak juga me ìmpunyai arti 

seìcara khusus yaitu pe ìrceìraian yang dijatuhkan ole ìh suami. 

 Peìrceìraian dapat disimpulkan se ìbagai peìristiwa putusnya ikatan lahir bathin 

antara suami dan iste ìri yang me ìngakibatkan be ìrakhirnya hubungan ke ìluarga 

(rumah tangga) antara suami dan iste ìri teìrseìbut. 

2. Jeìnis-Jeìnis Peìrceìraian 

 Peìrceìraian apabila ditinjau dari pe ìlaku maka peìrceìraian teìrbagi me ìnjadi 2 

(dua) jeìnis, yaitu ce ìrai talak dan ceìrai gugat. Dalam keìteìntuan Pasal 144 KHI 

meìnyatakan bahwa pe ìrkawinan putus dapat dise ìbabkan kareìna peìrceìraian 

kareìna talak atau beìrdasarkan gugatan pe ìrceìraian. 

a. Ceìrai talak 

 Ceìrai talak me ìrupakan ceìrai yang diajukan dipe ìngadilan beìrdasarkan  

kheìndak suami teìrhadap isteìri.
50

 Pasal 117 KHI me ìnjeìlaskaan yang 

dimaksud deìngan talak ialah: 

“ Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pe ìngadilan agama yang 

meìnjadi salah satu se ìbab putusnya pe ìrkawinan deìngan cara se ìbagaimana 

yang dimaksud pasal 129, 130, dan 131” 

 

Talak meìnurut KHI te ìrbagi meìnjadi talak raj’i, talak ba’in sughra, dan talak 

bain kubra. Beìrikut peìnjeìlasan jeìnis-jeìnis talak: 

a. Talak raj’i, meìnurut Pasal 118 KHI me ìrupakan talak satu atau dua, 

dimana suami be ìrhak rujuk seìlama isteìri dalam masa iddah. Namun jika 
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waktu iddah teìlah habis maka suami tidak dibe ìnarkan untuk rujuk 

keìmbali, tanpa me ìlakukan akad nikah baru deìngan mantan iste ìrinya. 

b. Talak ba’in sughra, dalam Pasal 119 KHI yaitu pe ìrceìraian kareìna suami 

meìngucapkan talak tiga keìpada isteìrinya, dan dilarang untuk me ìlakukan 

rujuk keìmbali. Suami hanya bole ìh rujuk keìmbali seìteìlah isteìrinya 

meìnikah deìngan leìlaki lain meìskipun dalam masa iddah. 

c. Talak bain kubra, teìrdapar dalam Pasal 120 KHI, yaitu pe ìrceìraian akibat 

suami te ìlah meìngucapkan talak tiga te ìrhadap iste ìrinya, yang dilarang 

untuk me ìlakukan rujuk keìmbali, keìcuali apabila pe ìrnikahan dilakukan 

keìmbali seìteìlah beìkas isteìri meìnikah deìngan orang lain, dan ke ìmudian 

teìrjadi peìrceìraian ba’daal dhukul, dan habis masa iddahnya. 

  Peìmbagian talak juga dapat ditinjau dari waktu me ìnjatuhkannya/talak 

sunni’  teìrdapat dalam Pasal 121 KHI, me ìrupakan talak yang dipe ìrboleìhkan 

teìrhadap iste ìri yang seìdang suci dan tidak dicampuri. Se ìlanjutnya talak 

bid’i, dalam Pasal 122 KHI,  me ìrupakan talak yang dilarang yaitu saat iste ìri 

yang  dicampuri dalam ke ìadaan suci atau seìdang haid. 

b. Ceìrai gugat 

 Ceìrai gugat adalah pe ìrceìraian atas ke ìheìndak  isteìri te ìrhadap suami 

deìngan alasan te ìrteìntu.
51

 Dalam kasus ceìrai gugat dike ìnal deìngan dua istilah 

yaitu fasakh meìrupakan peìngajuan peìrceìraian oleìh isteìri tanpa adanya 

kompeìnsasi yang dibe ìrikan teìrhadap suami, beìrdasarkan alasan yang 
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beìrlaku. Seìlanjutnya  khulu’ meìrupakan peìrceìraian atas peìrmintaan iste ìri 

deìngan peìrseìtujuan pihak suami.
52

 

3. Alasan-alasan peìrceìraian 

 Alasan-alasan peìrceìraian diartikan se ìbagai bukti dasar untuk me ìnguatkan 

gugatan atau pe ìrmohonan dalam suatu pe ìrkara peìrceìraian, yang te ìlah 

diteìtapkan dalam peìrundang-undangan, khususnya UU Pe ìrkawinan j.o PP 

Peìlaksanaan UU Pe ìrkawinan, KHI, dan hukum adat. Dalam UU Pe ìrkawinan 

meìnganut asas untuk me ìmpeìrsulit peìrceìraian, seìhingga peìrceìraian dapat 

dilakukan deìngan adanya alasan yang dibe ìnarkan oleìh hukum. Hal ini se ìsuai 

deìngan keìteìntuan Pasal 19 PP Pe ìlaksanaan UU Peìrkawinan, yang me ìnjeìlaskan 

bahwa peìrceìraian boleìh dilakukan apabila te ìrdapat alasan peìnting yang 

meìndasarinya, jika tanpa alasan pe ìngadilan tidak akan me ìneìrima peìrkara 

peìrceìraian teìrseìbut.
53

 Alasan-alasan peìrceìraian diteìntukan dalam UU 

Peìrkawinan yang se ìlanjutnya dijabarkan dalam Pasal 19 PP Pe ìlaksanaan UU 

Peìrkawinan seìbanyak 6 (eìnam) point, yang ke ìmudian dileìngkapi dalam KHI, 

seìhingga alasan pe ìrceìraian yang te ìrmuat dalam peìrundang-undangan se ìbanyak 

8 (deìlapan) poin, seìbagaimana yang te ìlah diuraikan pada bab seìbeìlumnya. 

4. Proseìs dan proseìdur peìrceìraian 

Peìrceìraian dipe ìngadilan me ìmiliki beìbeìrapa tahapan proseìs dan prose ìdur 

peìnye ìleìsaian peìrkara peìrceìraian, seìbagai beìrikut: 

a)   Meìlakukan peìndafataran peìrkara dipeìngadilan, de ìngan alasan 

seìbagaimana ke ìteìntuan peìrundang-undangan. 
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b)   Seìteìlah peìndaftaran dilakukan, se ìlanjutnya me ìnuggu adanya panggilan 

sidang dari juru sita/peìngganti, yang dibe ìrikan keìpada 

teìrgugat/te ìrmohon seìkurang-kurangnya 3 (tiga) hari se ìbeìlum 

peìrsidangan dilakukan. 

Seìteìlah para pihak hadir dalam pe ìrsidangan dipe ìngadilan, para pihak akan 

meìlalui tahapan-tahapan dipeìrsidangan seìbagai beìrikut: 

a)   Upaya pe ìrdamaian, seìtiap peìrkara peìrdata (teìrmasuk peìrceìraian) 

seìbeìlum masuk keìpeìmeìriksaan peìrkara hakim wajib me ìlakukan 

upaya damai untuk para pihak (Pasal 154 Rbg), upaya damai 

dilakukan deìngan meìdiasi. 

b)   Apabila upaya me ìdiasi tidak beìrhasil, seìlanjutnya prose ìs 

peìmeìriksaan dipeìrsidanga dilanjutkan, dimulai dari tahap pe ìmbacaan 

gugatan,  pe ìmbacaan jawaban, re ìplik dan duplik, hingga pe ìmbuktian 

yang dilakukan ole ìh para pihak. 

c)   Seìbeìlum masuk tahap akhir pe ìrsidangan, para pihak me ìmeìbuat 

keìsimpulan atas peìrkara te ìrseìbut, seìlanjutnya beìrdasarkan se ìgala 

proseìs peìrsidangan yang te ìlah beìrlangsung hakim yang me ìnangani 

peìrkara meìmbuat keìsimpulan, me ìlalui musyawarah, yang ke ìmudian 

diakhiri deìngan putusan. 

d)   Putusan peìngadilan teìrseìbut meìnjadi bukti sah beìrakhirnya suatu 

peìrkawinan deìngan peìrceìraian. 
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5. Akibat hukum peìrceìraian 

 Teìrjadinya pe ìrceìraian meìnye ìbabkan beìrakhirnya hubungan hukum antara 

suami dan isteìri, deìngan dampak hukum seìbagai beìrikut: 

1)  Dampak teìrhadap hak dan keìwajiban suami dan iste ìri 

 Akibat putusnya peìrkawinan kareìna peìrceìraian teìrhadap keìdudukan 

suami dan isteìri meìmbuat suami-isteìri untuk meìlanjutkan keìhidupannya 

masing-masing atau seìndiri-seìndiri, beìkas suami diseìbut deìngan “duda” 

seìdangkan beìkas isteìri diseìbut deìngan “janda”. Adapun hak dan 

keìwajiban teìrhadap para pihak (suami dan isteìri) seìteìlah peìrceìraian 

teìdapat dalam Pasal 41 huruf (c) UU Peìrkawinan seìbagai beìrikut: 

a) Seìbagai ayah dan ibu dari se ìorang anak, teìtap beìrkeìwajiban 

meìmeìnuhi keìbutuhan anaknya apabila te ìrjadi peìrseìlisihan teìrkait 

anak diantaranya maka pe ìngadilan akan me ìngadilinya. 

b) Seìorang ayah te ìtap beìrtanggung jawab te ìrhadap anak, keìcuali 

dalam keìnyataan ayah teìrseìbut dalam keìadaan tidak mampu. Maka 

peìngadilan dapat meìneìntukan pihak ibu untuk ikut meìlakukan 

keìwajiban teìrseìbut. 

c) Beìkas suami beìrdasarkan putusan pe ìngadilan teìtap harus 

meìmbeìrikan biaya hidup atau keìwajiban teìrhadap beìkas iste ìrinya. 

2)  Dampak teìrhadap anak 

 Akibat hukum peìrceìraian teìrhadap keìdudukan dan peìrlindungan hak 

anak akan te ìtap beìrlangsung me ìnjadi tanggung jawab ke ìdua orang 
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tuanya, ia teìtap beìrhak untuk meìndapatkan kasih sayang dan hak-haknya  

teìtap harus dipeìnuhi. 

3)   Dampak teìrhadap harta beìrsama 

 Harta beìrsama diartikan seìbagai harta beìnda yang dihasilkan seìlama 

meìnjalani peìrkawinan seìbagai keìluarga, dan dimiliki seìcara beìrsama. 

Meìnurut pasal 37 UU Peìrkawinan akibat hukum peìrceìraian teìrhadap 

harta beìrsama diatur meìnurut hukumnya masing-masing, baik dalam 

hukum agama, hukum adat, ataupun hukum lain. Hukum islam, 

meìnyatakan harta beìrsama yang dipeìroleìh seìlama peìrkawinan harus 

dibagi antara suami dan isteìri, deìngan peìrtimbangan yang sama.
54

 Pasal 

156 KHI  meìeìnyatakan bahwa teìrhadap harta beìrsama dibagi meìnurut 

keìteìntuan bahwa janda atau duda ceìrai hidup masing-masing beìrhak 

seìpeìrdua dari harta beìrsama keìcuali diteìntukan lain dalam peìrjanjian 

peìrkawinan. 

E. Teori Kepastian Hukum 

 Teìori keìpastian hukum me ìrupakan teìori yang dike ìmbangkan untuk me ìnjamin 

teìrcapainya hukum yang be ìrsifat umum, keìpastian hukum me ìnjadi ciri yang tidak 

dapat dipisahkan dari hukum te ìrtulis. Seìhingga hukum dinyatakan be ìrfungsi untuk 

meìnciptakan keìpastian hukum dalam meìncapai keìteìrtiban pada keìhidupan 

masyarakat. Me ìnurut Sudikno Meìrtokusumo keìpastian hukum me ìrupakan 

jaminan teìrlaksananya hukum be ìrdasarkan bunyinya se ìhingga masyarakat dapat 

meìmastikan bahwa hukum teìlah beìrjalan dan ditaati.  
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 Keìpastian hukum ini me ìngandung konseìp aturan yang beìrsifat umum, se ìhingga 

seìtiap individu dapat me ìngeìtahui tiap-tiap peìrbuatan yang dibole ìhkan dan 

dilarang, keìpastian hukum juga dimaknai se ìbagai suatu jaminan ke ìamanan 

teìrhadap golongan invidu dari ke ìweìnangan peìmeìrintahan. Gustav Radbruch 

meìnyatakan bahwa ke ìpastian hukum me ìrupakan bagian dari produk hukum atau 

peìrundang-undangan, dimana hukum me ìnjadi tolak ukur bagi pe ìneìgak hukum 

dalam meìnye ìleìsaikan suatu peìrmasalahan yang sama. Ke ìpastian hukum dapat 

meìmbeìrikan keìadaan yang pasti baik dalam ke ìteìntuan maupun dalam keìteìtapan. 

 Keìpastian hukum me ìnjadi jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang 

beìrhak meìnurut hukum te ìlah meìmpeìroleìh haknya dan putusan te ìrseìbut dapat 

dijalankan. Keìpastian hukum tidak hanya te ìrmuat dalam pasal-pasal peìrundang-

undangan, teìtapi juga te ìrmuat dalam putusan, dimana dapat dilihat pada 

keìseìsuaian putusan hakim yang satu de ìngan putusan hakim lainnya untuk satu 

kasus yang sama dan te ìlah diputuskan.
55

 Keìpastian hukum yang dite ìrapkan dalam 

putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta peìrsidangan seìcara yuridis dari prose ìs 

peìrsidangan. Dalam hal ini pe ìnulis akan me ìmbahas dua putusan pada satu kasus 

yang sama namun diputus de ìngan beìrbeìda, yaitu putusan antara pe ìngadilan 

tingkat peìrtama dan putusan pe ìngadilan tingkat banding yang me ìngalami 

disparitas putusan, de ìngan adanya disparitas putusan me ìnunjukan keìadaan yang 

tidak seìsuai antara satu putusan deìngan putusan lainnya, se ìhingga deìngan 

meìnggunakan te ìori keìpastian hukum seìbagai pisau analisis untuk me ìngkaji dua 

putusan atau leìbih yang me ìngalami disparitas pada satu kasus yang sama, dapat 
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meìnjawab bagaimana hakim me ìmbeìrikan keìpastian hukum pada pe ìnyeìleìsaian 

peìrkara, seìrta untuk me ìmbantu meìnjeìlaskan bagaimana  hakim se ìbagai pe ìneìgak 

hukum meìneìrapkan ke ìpastian hukum pada tiap-tiap putusannya yang dimuat 

dalam beìntuk keìteìtapan. 

F. Teori Keadilan 

 Teìori keìadilan dalam keìrangka teìori hukum me ìrupakan jeìnis teìori dari tataran 

filsafat hukum te ìrkait deìngan “tujuan hukum” yang me ìncakup keìpastian, 

keìmanfaatan, dan ke ìadilan.
56

 Keìadilan beìrasal dari kata “adil” me ìnurut Kamus 

Beìsar Bahasa Indone ìsia adil adalah tidak seìweìnang-weìnang, tidak me ìmihak, dan 

tidak beìrat seìbeìlah.  Hukum islam secara umum melihat keadilan sebagai suatu 

keseimbangan, yang bermakna sebagai menepatkan segala sesuatu pada 

tempatnya, membebankan segala sesuatu sesuai dengan daya pikul dan 

kemampuan seseorang, dan memberikan sesuatu berdasarkan hak-haknya.

 Keìadilan seìbagai be ìntuk tujuan dalam pe ìneìgakan hukum, kareìna hukum 

meìnjadi tujuan utama pada pe ìnye ìleìsaian peìrmasalahan dan peìneìgakan hukum. 

Teìrutama dalam putusan pe ìngadilan, ke ìadilan yang dimaksud dalam putusan 

hakim meìrupakan putusan yang tidak me ìmihak, meìngakui adanya pe ìrsamaan hak 

dan keìwaijaban ke ìdua beìlah pihak. Hakim dalam me ìneìtapkan putusan harus 

beìrdasarkan keìteìntuan peìraturan yang be ìrlaku seìhingga putusan te ìrseìbut dapat 

seìsuai deìngan ke ìadilan yang diinginkan masyrakat.  Te ìori keìadilan te ìrbagi 
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meìnjadi dua yaitu te ìori keìadilan hukum (leìgal justiceì) dan keìadilan masyarakat 

(social justiceì).
57

 

a)  Teìori keìadilan hukum (leìgal justiceì), meìnjeìlaskan tolak ukur te ìntang 

keìadilan yang didasarkan pada doktrin pada prose ìs hukum dipeìngadilan 

(dueì procceìs of law), dan doktrin peìrlindungan hukum yang se ìtara (eìqual 

proteìction). Proseìdural meìnjadi tolak ukur ke ìadilan hukum kareìna hukum 

harus beìrsifat pasti bagi se ìtiap orang, ke ìadilan diteìrapkan untuk 

meìlindungi meìlindungi dan meìnjamin hak seìtiap peìncari keìadilan. 

b)   Teìori keìadilan masyarakat (social justiceì), meìnjeìlaskan tolak ukur 

keìadilan beìrasal dari “masyarakat yang baik”, peìngadilan dalam hal ini 

meìnjadi peìneìntu, peìnjaga peìrbuatan masyarakat yang baik , kare ìna 

peìngadilan adalah te ìmpat yang dapat me ìnjaga hak asasi manusia, de ìngan 

peìraturan hukum untuk me ìwujudkan keìadilan. 

 Pada dasarnya se ìtiap putusan yang dike ìluarkan oleìh peìngadilan harus 

meìmbeìrikan suatu keìadilan, seìhingga deìngan me ìnggunakan teìori keìadilan seìbagai  

dasar peìmikiran me ìnganalisis dan me ìmahami suatu putusan, dalam hal ini 

putusan yang me ìngalami disparitas, de ìngan meìnggunakan teìori keìadilan se ìbagai 

pisau analisis untuk me ìngkaji putusan yang me ìngalami disparitas, dapat 

meìmbeìrikan peìnjeìlasan teìrkait keìpastian te ìrwujudnya nilai-nilai ke ìadilan pada 

putusan teìrseìbut, seìrta untuk meìngkaji bagaimana hakim meìneìrapkan asas 

keìadilan dalam masing-masing putusannya. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan 

akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan 

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.  

 Putusan hakim seìbagai beìntuk peìnye ìleìsaian peìrkara, deìngan harapan pihak 

yang meìrasa dan dirasa haknya te ìlah dilanggar orang lain me ìndapatkan ke ìmbali 

dan pihak yang me ìrasa dan dirasa te ìlah meìlanggar hak orang lain harus 

meìngeìmbalikan hak te ìrseìbut.
58

 Maka dalam se ìbuah putusan te ìrmuat 

peìrtimbangan hukum. Pe ìrtimbangan hukum te ìrdiri dari analisis, argume ìntasi, 

peìndapat atau keìsimpulan hukum dari majeìlis yang me ìmeìriksa peìrkara. Analisis 

pada peìrtimbangan hukum dike ìmukakan beìrdasarkan undang-undang pe ìmbuktian 

teìntang: syarat formil dan mate ìril yang diajukan pe ìnggugat dan te ìrgugat, batas 

minimal alat bukti pada pe ìmbuktian, dalil gugatan dan bantahan yang te ìrbukti, 

dan keìkuatan peìmbuktian yang dimiliki para pihak.
59

 Beìrdasarkan proseìs 

peìmbuktian, maka se ìlanjutnya hakim akan me ìnilai atau meìneìntukan hubungan 

hukum antara dalil dan pe ìristiwa yang dapat dibuktikan, se ìlanjutnya hakim dapat 

meìnilai peìristiwa yang te ìrbukti dan peìristiwa yang tidak te ìrbukti deìngan 

meìneìrapkan hukum yaitu pe ìraturan peìrundang-undangan teìrhadap dalil atau 

peìristiwa teìrseìbut. Dalam hal pe ìrtimbangan hukum yang akan dikaji ialah 

peìrtimbangan hukum pada putusan pe ìrceìraian akibat pe ìrseìlisihan, dalam Putusan 
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Peìngadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan 

Peìngadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

a. Peìngadilan Agama Muara Bungo (Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba). 

 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba me ìrupakan putusan yang 

dikeìluarkan oleìh Peìngadilan Agama Muara Bungo se ìbagai peìngadilan tingkat 

peìrtama dalam me ìnyeìleìsaikan peìrkara ceìrai gugat akibat pe ìrseìlisihan,  

Peìnggugat me ìrupakan seìorang ibu rumah tangga be ìrusia 32 tahun, beìralamat di 

Keìceìmatan Pe ìleìpat Ilir, kabupateìn Bungo, Provinsi Jambi. Seìdangkan te ìrgugat 

meìrupakan seìorang peìtani beìrusia 32 tahun, tinggal pada wilayah yang sama. 

Antara peìnggugat dan te ìrgugat teìlah teìrikat peìrkawinan seìjak tanggal 15 

agustus 2009 se ìbagaimana yang te ìrcatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 

404/II/X/2009. Seìlama 13 tahun peìnggugat dan te ìrgugat tinggal dirumah 

keìdiaman beìrsama dan dikaruniai dua orang anak yang be ìrnama : XXX (anak 

peìrtama) beìrusia 13 tahun, se ìorang anak laki-laki yang saat ini se ìdang dalam 

jeìnjang peìndidikan SMP, dan XXX (anak ke ìdua) seìorang anak pe ìreìmpuan 

yang beìrusia 8 bulan, 

 Seìjak tahun 2012 ke ìadaan rumah tangga pe ìnggugat dan teìrgugat be ìrjalan 

tidak harmonis, akibat te ìrjadinya keìributan dan peìrteìngkaran yang dise ìbakan 

kareìna teìrgugat se ìring meìninggalkan peìnggugat (keìluar malam), te ìrgugat 

seìring beìrbohong atau tidak jujur me ìngeìnai uang, te ìrgugat se ìring beìrsikap 

kasar dan tidak mau me ìmbantu peìnggugat dirumah maupun diladang. Puncak 

peìrseìlisihan te ìrjadi pada bulan Meìi 2023 keìtika teìrgugat diduga me ìlakukan 

peìrseìlingkuhan de ìngan peìreìmpuan lain, hal ini me ìnye ìbabkan peìnggugat dan 
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teìrgugat teìlah pisah rumah, be ìrdasarkan hal te ìrseìbut peìnggugat me ìngajukan 

gugatan peìrceìraian, deìngan meìnggunakan Pasal 19 PP Peìlaksanaan UU 

Peìrkawinan seìbagai dasar hukum dalam gugatannya.  

 Peìmeìriksaan peìrkara dilakukan ole ìh hakim tunggal seìbagaimana surat 

peìnunjukan yang dike ìluarkan oleìh Peìngadilan Agama Muara Bungo. 

Seìlanjutnya peìnggugat dan te ìrgugat se ìbagai para pihak dalam pe ìrkara hadir 

seìcara in peìrson di peìrsidangan. Peìrsidangan dimulai de ìngan me ìngupayakan 

peìrdamaian, dimana se ìorang hakim me ìmiliki keìwajiban untuk me ìngusahakan 

peìrdamaian bagi para pihak yang be ìrpeìrkara.
60

 Beìrdasarkan hal te ìrseìbut hakim 

tunggal yang me ìnangani peìrkara ini te ìlah beìrupaya me ìndamaikan peìnggugat 

dan teìrgugat se ìbagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), (2), dan (4), 

UU Peìradilan Agama, namun tidak be ìrhasil meìncapai keìseìpakatan damai. 

Beìrdasarkan dalil-dalil yang diajukan dan disampaikan ole ìh peìnggugat dan 

teìrgugat meìnjadi dasar bagi hakim dalam me ìmeìriksa peìrkara. 

 Hakim yang me ìnangani peìnye ìleìsaian peìrkara, dalam me ìlakukan 

peìmeìriksaan meìmbeìrikan peìrtimbangan hukum be ìrdasarkan fakta-fakta 

hukum,
61

 beìrikut bukti dan saksi yang didapatkan dimuka sidang pe ìngadilan. 

Peìnggugat te ìlah meìngajukan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi, de ìngan 

peìrtimbangan hukum dari hakim tunggal se ìbagai beìrikut : bahwa kutipan akta 

nikah yang dibuat ole ìh atau dihadapan peìjabat yang dibeìri keìweìnangan harus  
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diteìrima keìbeìnarannya, beìrdasarkan Pasal 285 R. Bg., bukti aquo dinilai 

seìbagai bukti aute ìntik. Beìrdasarkan hal te ìrseìbut maka bukti akta nikah yang 

diajukan, beìnar meìnyatakan bahwa antara pe ìngggugat dan te ìrgugat teìrikat 

seìbagai suami dan istri yang sah me ìnurut agama dan ne ìgara, se ìsuai deìngan 

keìteìntuan Pasal 7 ayat (1) KHI maka ke ìdua pihak teìrseìbut meìmiliki 

keìpeìntingan dan patut me ìnjadi pihak dalam peìrkara (leìgitima peìrsona standy 

in judicio).  Dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ole ìh peìnggugat me ìrupakan 

orang-orang yang ke ìnal deìngan peìnggugat dan te ìrgugat, yang me ìnurut hukum 

bukan orang yang dilarang se ìbagai saksi, dan te ìlah meìmbeìrikan keìteìrangan 

dibawah sumpah, dianggap te ìlah meìmeìnuhi syarat formil saksi se ìsuai deìngan 

keìteìntuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, J.o Pasal 1911 Kitab Undang-

Undang Peìrdata (KUH Peìrdata). 

 Keìteìrangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pe ìnggugat, meìnyatakan 

peìngeìtahuannya te ìntang peìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran yang te ìrjadi antara 

peìnggugat dan te ìrgugat hanya be ìrdasarkan ce ìrita dari peìnggugat ke ìpada saksi 

seìlaku pakdeì dan saudara se ìpupu peìnggugat, namun de ìmikian kare ìna yang 

meìnceìritakan langsung adalah pe ìnggugat maka hakim tunggal me ìnganggap 

keìsaksian yang de ìmikian tidak te ìrmasuk kate ìgori keìsaksian yang teìstimonium 

deì auditu. Meìskipun keìteìrangan saksi 1 dan saksi 2 hanya me ìneìrangkan 

akibat hukum (reìcht vlog) tanpa teìrleìbih dahulu me ìngeìtahui adanya se ìbab-

seìbab teìrjadinya pe ìrpisahan antara pe ìnggugat dan te ìrgugat, namun hakim 

tunggal yang me ìnangani peìrkara meìlihat keìnyataan antara pe ìnggugat dan 

teìrgugat teìlah te ìrjadi peìrpisahan teìmpat tinggal (rumah) seìjak bulan Se ìpteìmbeìr 
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2023, seìhingga de ìngan deìmikian hakim tunggal me ìnyatakan ke ìteìrangan saksi 

teìrseìbut teìlah me ìmpunyai keìkuatan hukum seìbagai dalil peìmbuktian, yang 

seìjalan deìnggan Jurisprude ìnsi MARI Nomor 299 K/AG/2023 tanggal 8 Juni 

2005. seìhingga hakim tunggal me ìnilai keìteìrangan saksi te ìrseìbut teìlah 

meìmeìnuhi syarat mate ìril saksi seìbagaimana keìteìntuan Pasal 308 R. Bg. 

 Seìlanjutnya, te ìrgugat seìbagai upaya untuk me ìmbuktikan dalil-dalilnya, 

meìngajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi te ìrseìbut meìrupakan orang-orang 

yang teìlah meìngeìnal peìnggugat dan teìrgugat, dimana me ìnurut hukum bukanlah 

orang yang dilarang me ìnjadi saksi dalam pe ìrkara ini, dan te ìlah me ìmbeìrikan 

keìteìrangan di bawah sumpah dipe ìrsidangan, seìhingga teìlah meìmeìnuhi syarat 

formil saksi se ìsuai deìngan keìteìntuan Pasal 171 dan 175 R. Bg, J.o Pasal 1911 

KUH Peìrdata. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 se ìlaku ayah kandung dan te ìman deìkat 

teìrgugat, meìmbeìrikan keìteìrangan beìrdasarkan fakta yang dilihat dan dide ìngar 

langsung ole ìh saksi teìrseìbut, yang me ìnyatakan bahwa te ìrgugat te ìlah dituduh 

meìlakukan peìrseìlingkuhan oleìh peìnggugat dan keìluarganya, kare ìna seìbeìnarnya 

peìrseìlingkuhan te ìrseìbut bukanlah keìheìndak teìrgugat, te ìtapi adanya 

keìseìngajaan se ìorang peìreìmpuan yang me ìnimbulkan keìsalah pahaman te ìrhadap 

teìrgugat, namun hakim tunggal me ìlihat keìnyataan teìrjadinya peìrpisahan teìmpat 

tinggal antara pe ìnggugat dan te ìrgugat se ìjak bulan seìpteìmbeìr 2023, maka 

keìteìrangan saksi te ìrseìbut dianggap reìleìvan deìngan dalil-dalil yang diajukan 

peìnggugat, se ìhingga keìteìrangan saksi te ìrseìbut teìlah meìmeìnuhi syarat mate ìril 

seìbagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R. Bg. J.o Pasal 1907 KUH Pe ìrdata, 

dan keìteìrangan saksi dinyatakan dapat dite ìrima seìbagai alat bukti. 
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 Adanya keìteìrangan dari saksi-saksi yang te ìlah dihadirkan ole ìh keìdua beìlah 

pihak maka hakim me ìneìrapkan fakta ke ìjadian (feìiteìlijkeì grond) dan fakta 

hukum (reìchteìlijkeì ground), kareìna saksi meìrupakan bagian dari pe ìmbuktian 

yang digunakan hakim se ìbagai dasar pe ìrtimbangan hukum.
62

 Meìrujuk dari 

fakta-fakta te ìtap seìlama peìrsidangan, seìlanjutnya dikaitkan de ìngan 

Yurisprudeìnsi MARI Nomor 38. K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 

meìnyatakan bahwa “Peìngeìrtian peìrceìkcokan yang teìrus meìneìrus dan tidak 

dapat didamaikan, bukanlah dite ìkankan keìpada siapa dan apa pe ìnyeìbab yang 

harus dibuktikan, akan te ìtapi dari keìnyataan adalah te ìrbukti adanya ce ìkcok 

yang teìrus meìneìrus seìhihngga tidak dapat didamikan lagi”.  

 Keìmudian  be ìrdasarkan alasan peìrceìraian yang diajukan pe ìnggugat apabila 

dikaitkan pada alasan pe ìrceìraian seìbagaimana yang te ìrdapat pada SE ìMA 

Nomor 1 tahun 2022, yang me ìnyatakan bahwa pe ìrkara peìrceìraian deìngan 

alasan peìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran yang te ìrus meìneìrus atau te ìlah beìrpisah 

teìmpat tinggal se ìlama minimal 6 (eìnam) bulan. Dalam pe ìrkara a quo, 

meìskipun peìnggugat dan te ìrgugat teìlah beìrpisah rumah seìlama 3 (tiga) bulan, 

namun hakim tunggal meìlihat fakta bahwa te ìlah teìrjadi peìrseìlisihan dan 

peìrteìngkaran te ìrus meìneìrus yang te ìlah te ìrjadi seìjak tahun 2012 dalam rumah 

tangga peìnggugat dan te ìrgugat, seìhingga tidak adanya ke ìhidupan yang 

harmonis dan peìnuh keìbahagiaan lagi. hakim tunggal meìnilai bahwa rumah 

tangga keìduanya sudah me ìngalami brokeìn marriageì yang tidak mungkin dapat 
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rukun keìmbali. Hakim tunggal be ìrpeìndapat bahwa rumah tangga pe ìnggugat 

dan teìrgugat te ìlah meìngalami peìrpeìcahan, seìhingga peìrceìraian me ìrupakan 

jalan teìrbaik bagi para pihak.  

 Deìngan de ìmikian peìrtimbangan hakim me ìngeìnai alasan pe ìrceìraian yang 

diajukan peìnggugat dianggap te ìlah me ìmeìnuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) 

UU Peìrkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pe ìlaksanaan UU Peìrkawinan, dan 

Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu “antara suami dan iste ìri teìrus meìneìrus teìrjadi 

peìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga”. Dan apabila dikaitkan de ìngan keìteìntuan Pasal 22 ayat 

(2) PP Peìlaksanaan UU Pe ìrkawinan untuk meìngabulkan gugatan de ìngan alasan 

seìbagaimana yang dimaksud, maka harus dike ìtahui deìngan je ìlas meìngeìnai 

seìbab-seìbab peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran te ìrseìbut, seìrta teìlah me ìndeìngar 

pihak-pihak keìlaurga beìseìrta orang yang de ìkat deìngan peìnggugat dan te ìrgugat. 

Adanya alat bukti yang diajuikan pe ìnggugat dan saksi yang te ìlah dihadirkan  

oleìh peìnggugat dan te ìrgugat, teìlah beìrdasarkan dan beìralasan hukum. Se ìhingga 

hakim pada Pe ìngadilan Muara Bungo me ìmutuskan untuk, me ìngabulkan 

gugatan peìnggugat, Meìnjatuhkan talak satu bain sughra teìrgugat (xxxx) 

teìrhadap peìnggugat (xxxx), dan Meìmbeìbankan keìpada peìnggugat untuk 

meìmbayar biaya peìrkara ini seìjumlah Rp. 137. 000,00 (seìratus tiga puluh tujuh 

ribu rupiah). 

b. Peìngadilan Tinggi Agama Jambi (Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA. Jb).

 Peìngadilan Tinggi Agama Jambi se ìbagai peìngadilan tingkat banding dalam 

hal ini meìnyeìleìsaikan peìrkara ceìrai gugat akibat pe ìrseìlisihan pada Putusan 
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Nomor  464/Pdt.G/2023/PA.Mba, peìrceìraian antara peìmbanding (seìbeìlumnya 

teìrgugat) dan te ìrbanding (seìbeìlumnya peìnggugat). Seìbeìlumnya, Peìngadilan 

Agama Muara Bungo teìlah meìngabulkan gugatan ceìrai dari Teìrbanding 

teìrhadap Peìmbanding, deìngan alasan bahwa rumah tangga meìreìka sudah tidak 

harmonis seìjak tahun 2012, dan teìlah seìring teìrjadi peìrseìlisihan dan 

peìrteìngkaran seìcara teìrus meìneìrus, meìnyeìbabkan meìreìka teìlah pisah rumah 

seìlama 6 bulan. Beìrdasaarkan hal te ìrseìbut peìmbanding meìrasa keìbeìratan 

teìrhadap putusan Peìngadilan Agama Muara Bungo. Dan me ìngajukan 

Peìrmohonan banding pada ke ìpaniteìraan PTA Jambi pada tanggal 11 Januari 

2024 deìngan peìrkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, se ìhingga deìngan deìmikian 

peìrmohonan banding ini diajukan masih dalam waktu te ìnggat. se ìbagaimana 

yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 

Teìntang Peìradilan Ulangan (UU Pe ìradilan Ulangan) dan Pasal 199 ayat (1) R. 

Bg, maka peìrmohonan banding te ìrseìbut seìcara formil dapat diteìrima. 

Peìngadilan Tinggi Agama Jambi meìlalui majeìlis hakim yang me ìnangani 

peìrkara, meìlakukan peìmeìriksaan ulang te ìrhadap peìrkara deìneìgan me ìmpeìlajari 

beìrkas a quo dari bundeìl A, surat gugatan, surat jawaban, be ìrita acara sidang, 

dan alat-alat bukti te ìrtulis seìrta saksi-saksi, dan bunde ìl B, salinan putusan, akta 

banding, meìmori banding, seìrta surat-surat lainnya, maka maje ìlis hakim 

tingkat banding se ìsuai keìweìnangannya me ìmeìriksa keìmbali pokok peìrkara 

seìkaligus meìnajwab keìbeìratan yang diajukan peìmbanding.. 

Beìrdasarkan jawab me ìnjawab antara pe ìmbanding dan teìrbanding majeìlis  

hakim tingkat banding se ìpeìndapat deìngan rumusan pokok masalah yang 
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dimunculkan ole ìh hakim tingkat peìrtama yaitu “pe ìnggugat me ìnggugat ceìrai 

dari teìrgugat de ìngan alasan seìjak tahun 2012 antara pe ìnggugat dan te ìrgugat 

sudah tidak rukun di dalam tumah tangga, se ìring teìrjadi peìrseìlisihan dan 

peìrteìngkaran yang dise ìbabkan kareìna te ìrgugat seìring keìluar malam, dan 

teìrgugat seìlingkuh de ìngan peìreìmpuan lain, se ìhingga masalah te ìrseìbut meìmicu 

teìrjadinya peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran antara pe ìnggugat dan teìrgugat”. 

Teìrbading se ìbeìlumnya dalam me ìndukung dalil-dalil gugatannya te ìlah 

meìngajukan bukti bahwa antara peìnggugat dan te ìrgugat adalah suami iste ìri 

yang sah dan pe ìnggugat me ìnghadirkan dua orang saksi, dimana ke ìduanya 

meìneìrangkan bahwa mulai adanya pe ìrseìlisihan dan peìrteìngkaran se ìjak tahun 

2021 yang dise ìbabkan teìrgugat seìring keìluar malam dan beìrseìlingkuh de ìngan 

peìreìmpuan lain, dan sudah pisah rumah se ìjak Seìpteìmbeìr 2023 sampai 

seìkarang. Ke ìteìrangan dari saksi peìnggugat hanya be ìrdasarkan ceìrita dari 

peìnggugat tanpa me ìngeìtahui seìcara langsung pe ìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran 

antara peìnggugat dan te ìrgugat. Beìrbeìda halnya deìngan peìmbanding, yang 

meìnghadirkan dua orang saksi, me ìneìrangkan bahwa pada intinya antara 

peìnggugat dan te ìrgugat te ìrjadi peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran se ìjak bulan 

Seìpteìmbeìr 2023 kareìna teìrgugat dituduh me ìlakukan peìrseìlingkuhan de ìngan 

wanita lain, dan seìjak itu teìrjadi peìrpisahan rumah seìlama tiga bulan. 

Keìteìrangan dari dua orang saksi yang dihadirkan pe ìnggugat te ìrbanding, 

disimpulkan oleìh hakim tingkat pe ìrtama seìbagai keìsaksian yang tidak 

teìrmasuk kate ìgori keìsaksian teìstimonium deì auditu, dan teìlah me ìmeìnuhi syarat 

mateìril seìbagaimana aturan Pasal 308 R. Bg. Be ìrbeìda halnya de ìngan majeìlis 
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hakim tingkat banding yang me ìnyatakan tidak se ìpeìndapat deìngan hakim 

tingkat peìrtama. Majeìlis hakim tingkat banding me ìlihat bahwa, syarat mate ìril 

keìteìrangan saksi dalam hukum pe ìrdata haruslah beìrdasarkan peìngeìtahuan yang 

dilihat, dideìngar atau dirasakan ole ìh saksi itu se ìndiri teìntang suatu peìristiwa, 

bukan beìrdasarkan ke ìteìrangan dari orang lain, te ìrmasuk keìteìrangan dari 

peìnggugat dalam pe ìrkara a quo. Kareìna keìteìrangan saksi dalam hukum pe ìrdata 

beìrbeìda halnya de ìngan keìteìrangan saksi dalam hukum pidana, yang me ìngeìnal 

istilah “saksi korban” yang meìngalami dan me ìrasakan seìndiri suatu ke ìjadian 

atau peìristiwa. 

Adanya peìrbeìdaan meìnyimpulkan keìteìrangan saksi te ìrbanding, 

meìngakibatkan te ìrjadinya peìrbeìdaan akibat hukum antara hakim pe ìngadilan 

tingkat peìrtama dan hakim pe ìnadilan tingkat banding, dimana hakim tingkat 

peìrtama beìrpeìndapat bahwa teìrbukti teìlah teìrjadi peìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran 

seìjak tahun 2012 antara pe ìnggugat dan te ìrgugat. Seìdangkan me ìnurut hakim 

tingkat banding hal te ìrseìbut tidak teìrbukti. Seìhingga seìpanjang dalil gugatan 

peìnggugat te ìrkait peìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran seìjak tahun 2012, maje ìlis 

hakim tingkat banding me ìnyatakan tidak te ìrbukti. 

Majeìlis hakim tingkat banding ke ìmudian me ìmeìriksa meìngeìnai peìrspisahan 

teìmpat tinggal antara peìmbanding dan teìrbanding, yang seìbeìlumnya te ìrbanding 

meìndalilkan bahwa te ìlah teìrjadi peìrpisahan te ìmpat tinggal se ìlama 6 (e ìnam) 

bulan, seìteìlah me ìmpeìlajari beìrita acara sidang dan ke ìteìrangan saksi-saksi dari 

keìdua beìlah pihak, teìrutama jawaban te ìrgugat/peìmbanding tidak ada bantahan 

dari peìnggugat/te ìrbanding, majeìlis hakim tingkat banding me ìnyatakkan 
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seìpeìndapat deìngan keìsimpulan hakim pada pe ìngadilan tingkat pe ìrtama yang 

meìnyatakan te ìlah teìrbukti pisah te ìmpat tinggal seìlama 3 (tiga) bulan, bukan 

seìlama 6 (eìnam) bulan. Seìlanjutnya beìrdasarkan peìmeìriksaan beìrita acara 

sidang, dan me ìmpeìrhatikan alat bukti dan ke ìteìrangan saksi dari ke ìdua beìlah 

pihak, hakim tingkat banding me ìneìtapkan fakta se ìbagaimana peìrtimbangan-

peìrtimbangan yang te ìlah diuraikan seìbagai fakta hukum. 

Peìrkara ini me ìrupakan peìrkara peìrceìraian deìngan alasan pe ìrseìlisihan dan 

peìrteìngkaran se ìcara teìrus meìneìrus seìbagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) 

PP Peìlaksanaan UU Peìrkawinan J.o Pasal 116 huruf (f) KHI, de ìngan 

meìmpeìrhatikan ke ìteìntuan Pasal 39 ayat (2) UU Pe ìkawinan. Bahwa se ìsuai 

deìngan keìteìntuan Surat E ìdaran MARI Nomor 1 tahun 2022 Te ìntang 

peìmbeìrlakuan rumusan hasil rapat ple ìno kamar MA tahun 2022 seìbagai 

peìdoman peìlaksanaan tugas bagi pe ìngadilan, Huruf C angka 1 me ìneìgaskan 

“peìrkara peìrceìraian deìngan alasan pe ìrseìlisihan dan peìrteìngkaran yang te ìrus 

meìneìrus dapat dikabulkan jika te ìrbukti suami/iste ìri beìrseìlisih dan be ìrteìngkar 

teìrus meìneìrus yang diikuti be ìpisah teìmpat tinggal seìlama minimal 6 (eìnam) 

bulan”. Seìbagaimana te ìlah dipeìrbaiki deìngan Surat E ìdaran MARI Nomor 3 

tahun 2023 huruf C angka 1 yang me ìnayatakan “peìrkara peìrceìraian deìngan 

alasan peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran te ìrus meìneìrus dapat dikabulkan jika 

teìrbukti suami isteìri teìrjadi peìrseìlisihan dan peìrteìnngkaran teìrus me ìneìrus dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti de ìngan 

teìlah beìrpisah te ìmpat tinggal paling singkat 6 (eìnam) bulan keìcuali dite ìmukan 

fakta hukum adanya te ìrgugat/peìnggugat me ìlakukan KDRT”. Keìdua Surat 
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Eìdaran MA te ìrseìbut apabila dikaitkan de ìngan peìrkara, beìrdasrkan fakta hukum 

yang diteìtapkan, maka ke ìteìntuan teìrjadi peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran se ìcara 

teìrus meìneìrus diikuti de ìngan beìrpisah teìmpat tinggal paling singkat se ìlama 6 

(eìnam) bulan tidak te ìrbukti/teìrpeìnuhi. Seìhingga dapat disimpulkan bahwa 

beìrdasarkan peìrtimbangan-peìrtimbangan hukum se ìbagaimana yang teìlah 

diuraikan majeìlis hakim tingkat banding yang me ìnyatakan tidak se ìpeìndapat 

deìngan peìngadilan tingkat, Pe ìngadilan Tinggi Agama Jambi me ìmutuskan 

untuk meìmbatalkan putusan pe ìngadilan tingkat pe ìrtama, meìnolak gugatan 

teìrbanding. Peìngadilan juga meìnyatakan bahwa peìrkara ini dapat diputuskan 

seìcara sah dan seìsuai deìngan peìraturan peìrundang-undangan yang beìrlaku, 

seìrta meìmbatalkan gugatan peìrceìraian beìrdasarkan alasan yang diajukan 

Teìrbanding. 

  Beìrdasarkan uraian ke ìdua putusan diatas, te ìrdapat dua putusan yang me ìmiliki 

dasar hukumnya masing-masing yaitu Putusan Pe ìngadilan Agama Muara Bungo 

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Pe ìngadilan Tinggi Agama Jambi 

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Dasar pe ìrtimbangan hukum hakim pada Putusan 

Peìngadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba adalah yang 

meìnjadi tujuan gugatan pe ìnggugat ialah keìteìntuan pada Pasal 39 ayat (2) UU 

Peìrkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Peìlaksanaan UU Peìrkawinan dan Pasal 116 

Huruf (f) KHI, yaitu “antara suami dan iste ìri teìrus meìneìrus teìrjadi peìrseìlisihan 

dan peìrteìngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga”. Untuk dikabulkannya gugatan se ìbagaiaman alasan te ìrseìbut maka harus 

dilakukan peìmeìnuhan teìrleìbih dahulu pada Pasal 22 ayat (2) PP Pe ìlaksanaan UU 
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Peìrkawinan yaitu “Gugatan te ìrseìbut dalam ayat (1) dapat dite ìrima apabila te ìlah 

cukup jeìlas bagi pe ìngadilan meìngeìnai seìbab-seìbab peìrseìlisihan dan pe ìrteìngkaran 

itu dan seìteìlah me ìndeìngar pihak keìluarga se ìrta orang-orang yang de ìkat deìngan 

suami-isteìri itu”. 

 Seìbagai beìntuk peìmeìnuhan unsur pada pasal se ìbagaimana yang dimaksud 

diatas, hakim yang me ìnangani peìrkara pada Pe ìngadilan Agama Muara Bungo 

meìnilai bahwa bukti dan ke ìsaksian yang diajukan pe ìnggugat cukup se ìbagai bukti 

yang meìmpeìrkuat dalil gugatan pe ìnggugat te ìrkait teìrjadinya peìrseìlisihan antara 

peìngguat dan te ìrgugat yang te ìrus meìneìrus seìjak tahun 2012, dan te ìlah me ìngalami 

brokeìn marriageì seìlama 3 bulan lamanya. Hakim me ìmbeìrikan validitas pada 

keìsaksian dari saksi pe ìnggugat meìskipun keìsaksian teìrseìbut hanya be ìrdasarkan 

narasi dari peìnggugat dan bukan be ìrdasarkan fakta yang dilihat dan dide ìngar 

langsung dari para saksi dan me ìnganggap keìsaksian teìrseìbut teìlah me ìmeìnuhi 

syarat mateìril saksi dan tidak te ìrmasuk seìbagai kateìgori saksi teìstimonium de ì 

auditu atau saksi yang be ìrdasarkan peìndeìngaran seìseìorang dari orang lain. 
63

 

Seìhingga Peìngadilan Agama Muara Bungo me ìmbeìrikan putusan untuk 

meìngabulkan gugatan pe ìrceìraian peìnggugat. 

 Putusan Peìngadilan Muara Bungo apabila dikaitkan de ìngan keìpastian hukum 

deìngan meìneìliti putusan be ìrdasarkan tahapan prose ìs dan fakta pe ìrsidangan, 

putusan hakim te ìrseìbut teìlah meìleìwati tahapan-tahapan peìrsidangan deìngan baik 

dan beìnar, namun be ìlum meìreìleìvankan fakta de ìngan baik, kareìna hakim hanya 

beìrdasar deìngan satu fakta yaitu te ìrjadinya peìrpisahan teìmpat tinggal antara 
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peìnggugat dan te ìrgugat seìjak bulan Seìpteìmbeìr 2023 tanpa me ìmeìntingkan 

keìteìrangan saksi dari pe ìnggugat yang hanya me ìneìrangkan akibat hukum (reìcht 

geìvolg) tanpa adanya ke ìteìrangan teìrkait seìbab-seìbab teìrjadinya peìrpisahan antara 

peìnggugat dan te ìrgugat, seìhingga hakim kurang me ìmpeìrjeìlas syarat mate ìril saksi. 

Dalam meìmutus peìrkara ini se ìlain meìneìrapkan keìteìneìtuan UU Pe ìrkawinan, PP 

Peìlaksanaan UU Pe ìrkawinan dan KHI, hakim juga me ìneìrapkan Yurisprude ìnsi 

MARI, Surat E ìdaran MA RI, dan Kitab Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh, dan Kitab 

Ghayat al-Maram, seìhingga putusan ini te ìlah mumat beìbeìrapa dasar hukum, 

hanya saja dalam pe ìneìrapan Surat eìdaran MA RI Nomor 1 Tahun 2022, hakim 

beìlum beìrupaya me ìmeìnuhi dasar hukum te ìrseìbut seìcara keìseìluruhan dan tidak 

meìlihat keìbaharuan Surat E ìdaran teìrseìbut, seìhingga putusan ini be ìlum 

seìpeìnuhnya meìmbeìrikan keìpastian hukum bagi ke ìdua beìlah pihak. 

 Pada Putusan Pe ìngadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, 

deìngan dasar pe ìrtimbangan hukum yang sama yaitu teìrkait alasan pe ìrceìraian 

kareìna adanya pe ìrteìngkaran dan peìrseìlisihan te ìrus meìneìrus. Seìteìlah majeìlis 

hakim meìmpeìlajari beìrkas peìrkara dari bundeìl A, surat gugatan, surat jawaban, 

beìrita acara sidang, dan alat-alat bukti te ìrtulis seìrta saksi-saksi, dan bunde ìl B, 

salinan putusan, akta banding, me ìmori banding, se ìrta surat-surat lainnya. Maje ìlis 

hakim meìnyatakan tidak se ìpeìndapat deìngan putusan pe ìngadilan tingkat pe ìrtama, 

kareìna meìnilai bahwa ke ìsaksian harus be ìrdasarkan peìngamatan, peìngeìtahuan, 

atau yang dirasakan ole ìh saksi  itu se ìndiri, bukan hanya be ìrdasarkan narasi atau 

ceìrita dari pihak lain te ìrmasuk keìteìrangan peìnggugat. Beìrdasarkan pe ìrtimbangan 
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ini majeìlis hakim me ìnyatakan meìmbatalkan putusan Pe ìngadilan Muara Bungo 

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba. 

 Putusan peìngadilan Tinggi Agama Jambi apabila dikaitkan de ìngan keìpastian 

hukum, maka majeìlis hakim me ìlihat fakta peìrsidangan deìngan sudut pandang 

yang beìrbeìda, dan te ìlah meìneìrapkan konse ìp keìpastian hukum, deìngan 

meìnginteìrpreìstasikan fakta pe ìrsidangan deìngan sumbeìr hukum yang reìleìvan, 

hanya saja hakim be ìlum meìneìrapkan sumbeìr hukum lainnya de ìngan maksimal 

seìpeìrti meìneìrapkan Hukum syara‟ dalam putusannya. 

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. 

 Peìrkara ceìrai gugat yang diajukan ole ìh peìnggugat dalam hal ini iste ìri teìrhadap 

suami seìbagai te ìrgugat, diajukan keì Peìngadilan Agama Muara Bungo de ìngan 

alasan adanya pe ìrteìngkaran te ìrus meìneìrus yang dise ìbabkan kareìna te ìrgugat seìring 

keìluar malam, tidak jujur, kasar, se ìrta tidak mau me ìmbantu peìnggugat, dan 

diduga teìrgugat me ìlakukan peìrseìlingkuhan de ìngan peìreìmpuan lain, be ìrdasarkan 

hal teìrseìbut Peìngadilan Agama Muara Bungo yang me ìnangani pe ìrkara ini pada 

tingkat peìrtama me ìnyatakan gugatan pe ìnggugat se ìbagaimana alat bukti dan saksi 

yang teìlah dipe ìriksa dipeìrsidangan, diangap te ìlah meìmeìnuhi unsur-unsur pasal 

seìbagaimana yang diajukan ole ìh peìnggugat, se ìhingga Peìngadilan Agama Muara 

Bungo meìnjatuhkan putusan de ìngan meìngabulkan gugatan pe ìnggugat, yang pada 

pokok putusannya me ìnjatuhkan talak satu bain shugra teìrgugat te ìrhadap 

peìnggugat.  
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 Beìrdasarkan putusan te ìrseìbut pihak suami se ìbagai teìrgugat meìrasa tidak te ìrima 

dan keìbeìratan atas putusan yang te ìlah dibeìrikan, seìhingga ia meìngajukan upaya 

hukum banding pada Pe ìngadilan Tinggi Agama Jambi, ke ìmudian Peìngadilan 

Tinggi Agama Jambi be ìrdasarkan peìmeìriksaan peìrkara yang dilakukan, maje ìlis 

hakim yang me ìnangani peìrkara meìnyatakan bahwa te ìrkait peìmbuktian te ìrhadap 

saksi, majeìlis hakim tidak se ìpeìndapat deìngan putusan yang dijatuhkan ole ìh hakim 

pada tingkat peìrtama, dan me ìnilai bahwa gugatan peìnggugat tidaklah te ìrbukti dan 

meìmeìnuhi unsur pasal se ìbagaimana yang diajukan ole ìh peìnggugat, be ìrdasarkan 

hal teìrseìbut majeìlis hakim me ìmbeìrikan putusan yang pada pokoknya ialah 

meìmbatalkan putusan Pe ìngadilan Agama Muara Bungo dan me ìngadili seìndiri 

deìngan meìnolak gugatan pe ìnggugat. 

 Uraian di atas me ìnunjukan teìrjadinya disparitas putusan antara pe ìngadilan 

tingkat peìrtama dan pe ìngadilan tingkat banding, kare ìna adanya pe ìrbeìdaan 

peìrtimbangan hukum yang dite ìrapkan ole ìh peìngadilan tingkat pe ìrtama dan 

peìngadilan tingkat banding,
64

 dalam hal ini putusan Pe ìngadilan Agama Muara 

Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan putusan Pe ìngadilan Tinggi Agama 

Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, me ìmiliki pandangan hukum yang be ìrbeìda, 

beìrdasarkan uraian yang te ìlah dijeìlaskan seìbeìlumnya bahwa te ìrdapat peìrbeìdaan 

pada inteìrpreìtasi hakim dalam me ìnilai keìsaksian yang diajukan ole ìh peìnggugat 

seìbagai peìndukung dalil gugatan pe ìnggugat. Pe ìngadilan tingkat pe ìrtama yaitu 

Peìngadilan Agama Muara Bungo me ìnilai bahwa saksi yang dihadirkan ole ìh pihak 

peìnggugat untuk me ìnguatkan dalil gugatan pe ìnggugat, yaitu saksi 1 (paman 
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peìnggugat) dan saksi 2 (saudara se ìpupu peìnggugat), meìneìrangkan bahwa antara 

peìnggugat dan te ìrgugat te ìrjadi peìrseìlisihan seìjak tahun 2021 yang dise ìbabkan 

kareìna teìrgugat se ìring keìluar malam dan be ìrseìlingkuh deìngan peìreìmpuan lain, 

dan sudah meìngalami pisah rumah se ìjak bulan Seìpteìmbeìr 2023.  

 Keìsaksian yang dibe ìrikan hanya beìrdasarkan ceìrita dari peìnggugat, se ìhingga 

para saksi yang dihadirkan ole ìh peìnggugat me ìmbeìrikan keìsaksian tanpa 

meìngeìtahui seìcara langsung te ìrkait peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran antara 

peìnggugat deìngan te ìrgugat. Peìngadilan Agama Muara Bungo me ìmbeìrikan 

validasi atas ke ìsaksian yang dihadirkan ole ìh peìnggugat, hakim yang me ìnangani 

peìrkara meìnyatakan bahwa ke ìteìrangan keìdua orang saksi te ìrseìbut bukanlah 

seìbagai keìsaksian yang teìstimonium deì auditu dan teìlah meìmeìnuhi syarat mate ìril 

seìbagai saksi. Be ìrbeìda halnya deìngan Peìngadilan Tinggi Agama Jambi, maje ìlis 

hakim yang me ìnangani peìrkara beìranggapan bahwa saksi yang dihadirkan ole ìh 

peìnggugat tidak me ìmeìnuhi syarat mate ìril keìteìrangan saksi, kare ìna keìsaksian 

dalam hukum peìrdata haruslah beìrdasarkan peìngeìtahuan yang dilihat, dide ìngar 

atau dirasakan ole ìh saksi teìntang suatu pe ìristiwa. Seìhingga keìteìrangan dari orang 

lain meìskipun dalam hal ini ialah pe ìnggugat, te ìtap tidak teìrmasuk seìbagai 

keìteìrangan seìbagaimana syarat mate ìril keìteìrangan saksi.  

 Dasar hukum yang me ìnjadi dasar pada pe ìrkara a quo ialah beìrdasarkan 

gugatan peìnggugat yaitu Pasal 39 ayat (2) UU Pe ìrkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) 

PP Peìlaksanaan UU Peìrkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu “Antara suami 

dan isteìri teìrus me ìneìrus teìrjadi peìrlseìlisihan dan pe ìrteìngkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Adanya pe ìrbeìdaan pe ìnilaian 
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teìrhadap keìteìrangan saksi ole ìh peìngadilan tingkat pe ìrtama dan peìngadilan tingkat 

banding meìnyeìbabkan te ìrjadinya peìrbeìdaan inteìrpreìstasi hukum yang dite ìrapkan 

oleìh hakim te ìrhadap peìrkara a quo, dimana peìngadilan tingkat pe ìrtama  

meìnyatakan prinsip-prinsip hukum yang te ìrdapat pada dasar hukum te ìrseìbut teìlah 

teìrpeìnuhi, bahwa pe ìrseìlisihan teìrus meìneìrus antara peìnggugat dan te ìrgugat teìlah 

teìrpeìnuhi, dimana pe ìnggugat dan teìrgugat te ìlah pisah ranjang seìjak bulan April 

2023 dan beìrpisah teìmpat tinggal seìjak bulan Se ìpteìmbeìr 2023, se ìhingga antara 

peìnggugat dan te ìrgugat tidak hidup be ìrsama lagi layaknya suami iste ìri yang baik. 

Seìdangkan peìngadilan tingkat banding me ìnyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum 

yang meìnjadi dasar putusan, te ìrkait peìrseìlisihan dan peìrteìngkaran te ìrus meìneìrus 

dinyatakan tidak te ìrbukti, dan meìnyatakan bahwa pe ìngadilan tingkat pe ìrtama 

dalam meìneìrapkan prinsip-prinsip hukum teìrseìbut tidak meìneìrapkan prinsip 

hukum teìrkait dari Se ìma Nomor 1 Tahun 2022, kare ìna teìrkait peìrceìraian deìngan 

alasan peìrseìlisihan te ìrus meìneìrus seìlain harus me ìmeìnuhi keìteìntuan Pasal 22 ayat 

(2) PP Peìlaksanaan UU Pe ìrkawinan, apabila be ìrdasaarkan alasan te ìrseìbut 

dikaitkan deìngan peìrpeìcahan rumah tangga (brokeìn marriageì), maka prinsip-

prinsip pada Seìma Nomor 1 Tahun 2022 juga harus dipe ìnuhi. 

 Deìngan deìmikian maka  pe ìrbeìdaan inteìrpreìstasi  hakim teìrdapat dalam 

meìnyimpulkan ke ìteìrangan saksi dari pe ìnggugat, seìhingga me ìngakibatkan 

teìrjadinya peìrbeìdaan akibat hukum dalam meìneìrapkan prinsip-prinsip hukum 

antara peìngadilan tingkat pe ìrtama dan peìngadilan tingkat banding.  Se ìteìlah 

meìngamati faktor-faktor peìnye ìbab teìrjadinya disparitas putusan pada pe ìrkara ini, 
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seìlanjutnya peìnulis me ìrumuskan adanya dua faktor pe ìnye ìbab teìrjadinya disparitas 

putusan yaitu faktor inte ìrnal dan eìksteìrnal, se ìbagai beìrikut: 

a) Faktor inteìrnal  

Faktor pribadi hakim me ìnjadi faktor inte ìrnal yang me ìnye ìbabkan 

teìrjadinya disparitas putusan. Pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba 

teìrlihat hakim tunggal yang meìnangani peìrkara hanya beìrpatok pada satu 

fakta peìrsidangan, tanpa me ìmeìriksa dan me ìmpeìrhatikan fakta-fakta 

peìrsidangan lainnya, se ìdangkan hakim yang me ìnangani peìrkara me ìnyatakan 

adanya brokeìn mariageì yang teìrjadi dalam rumah tangga peìnggugat dan 

teìrgugat. Se ìhingga hakim yang me ìnangani peìrkara meìlakukan ke ìsalahan 

dalam me ìneìtapkan fakta hukum tanpa adanya dasar yang pasti, se ìrta 

kurangnya pe ìngamatan pada dasar hukum yang dite ìrapkan, teìrkakit aturan 

Seìma me ìngeìnai brokeìn marriageì. Beìrbeìda halnya pada Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, maje ìlis hakim yang me ìnangani pe ìrkara 

meìmpeìrhatikan syarat-syarat mateìril peìmbuktian dalam hal ini saksi, dan 

meìmpeìrhatikan ke ìseìsuaian fakta be ìrdasarkan peìmbuktian yang dilakukan 

seìlama proseìs peìrsidangan, seìrta dalam me ìnggolongkan brokeìn marriageì, 

majeìlis hakim me ìmeìriksa fakta hukum yang te ìrjadi dan meìnye ìsuaikan pada 

prinsip hukum teìrseìbut. 

b)  Faktor Eìkste ìrnal 

 Peìnyeìleìsaian peìrkara peìrceìraian deìngan alasan peìrseìlisihan dan 

peìrteìngkaran te ìrus meìneìrus, meìnjadi peìneìrapan alasan yang paling se ìring 

digunakan dalam me ìngajukan peìrkara peìrceìraian, teìrkait peìneìrapan alasan 
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teìrseìbut dalam keìteìntuan UU Peìrkawinan tidak dise ìbutkan seìcara rinci 

seìbab-seìbab apa saja yang dapat dikate ìgorikan seìbagai seìbab te ìrjadinya 

peìrseìlisihan, dan tidak adanya batasan atau golongan waktu te ìrteìntu teìrkait 

peìrseìlisihan. Se ìhingga hakim dalam me ìnyeìleìsaikan peìrkara harus be ìrupaya 

meìncari sumbeìr hukum lain, baik dari yurisprude ìnsi, hukum syara‟, maupun 

hukum adat deìngan meìngaitkan fakta pe ìrsidangan. Se ìrta dalam 

meìnye ìleìsaikan peìrkara peìrceìraian, peìngadilan seìbagai peìneìgak hukum 

haruslah me ìmpeìrhatikan fakta yang muncul di muka peìngadilan me ìlalui 

proseìs peìmbuktian. Namun dalam pe ìnyeìleìsaian peìrkara peìrceìraian di 

Peìngadilan Agama me ìngalami keìsulitan dalam me ìngungkap fakta te ìrkait 

peìrseìlisihan yang te ìrjadi dalam suatu rumah tangga, kare ìna peìristiwa 

peìrseìlisihan dalam rumah tangga sulit atau jarang dike ìtahui ole ìh orang lain, 

baik deìngan cara dide ìngar, dilihat maupun dirasakan langsung. Se ìhingga 

dalam proseìs peìmbuktian peìrceìraian deìngan alasan peìrseìlisihan teìrus 

meìneìrus para pihak ke ìsulitan untuk meìndapatkan saksi se ìbagaimana 

keìteìntuan Pasal 305 R.Bg, kare ìna pada umumnya saksi yang dihadirkan 

oleìh para pihak hanyalah saksi deì auditu, leìmahnya undang-undang 

meìnjeìlaskan akibat hukum pe ìneìrapan saksi deì auditu pada peìrkara 

peìrceìraian, me ìnjadi salah satu faktor te ìrjadinya disparitas putusan. 

Akibatnya hakim yang me ìnajatuhkan Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba me ìngaitkan fakta pe ìrsidangan teìrkait peìrseìleìsihan 

teìrus meìneìrus teìlah teìrpeìnuhi, dan me ìnyatakan kondisi rumah tangga 

peìnggugat dan te ìrgugat teìlah meìngalami brokeìn marriageì, seìrta 
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meìmbeìrikan validasi te ìrhadap saksi yang dihadirkan ole ìh peìnggugat de ìngan 

keìsaksian yang hanya didasarkan be ìrdasarkan ceìrita peìnggugat. 

Seìdangankan majeìlis hakim yang me ìnjatuhkan Putusan Nomor 

1/Pdt.G/2024/PTA.Jb me ìnyatakan bahwa be ìrdasarkan fakta pe ìrsidangan 

peìrseìlisihan te ìrus meìneìrus antara pe ìnggugat dan te ìrgugat tidak te ìrbukti, dan 

seìbab dari kondisi pe ìrseìlisihan teìrseìbut tidak teìrmasuk seìbagai keìadaan 

peìrkawinan brokeìn marriageì, majeìlis hakim juga me ìnyatakan bahwa 

keìsaksian harus be ìrdasarkan peìngamatan langsung, se ìhingga majeìlis hakim 

meìnyatakan ke ìsaksian teìrseìbut tidak seìbagai peìndukung dalam pe ìmbuktian. 

 Disparitas putusan kareìna seìbab seìbagaimana faktor-faktor yang te ìlah 

diuraikan di atas me ìmbeìrikan dampak hukum te ìrhadap peìnyeìleìsaian pe ìrkara, 

yang meìnyeìbabkan tidak adanya ke ìseìrasian antar putusan pada pe ìnyeìleìsaian satu 

peìrkara yang sama, hal ini juga me ìnunjukan adanya inkosiste ìnsi hakim dalam 

meìnye ìleìsaikan satu pe ìrkara, seìhingga seìring kali me ìnimbulkan rasa tidak adil 

bagi para pihak. Putusan be ìrlaku seìbagai hukum yang me ìmbeìrikan jalan ke ìluar 

teìrhadap suatu pe ìrkara, kareìna tujuan utama dari beìrpeìrkara dipeìngadilan ialah 

untuk meìncari keìadilan bagi para pihak. Se ìhingga putusan hakim dipandang 

beìrhasil apabila putusan te ìrseìbut teìlah me ìmbeìrikan rasa keìadilan keìpada para 

pihak. Aspeìk keìadilan seìndiri ditinjau dari se ìgi keìadilan formal dan ke ìadilan 

substansial, keìadilan formal diartikan se ìbagai ke ìadilan hukum seìmata se ìdangkan 
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keìadilan substansial diartikan se ìbagai keìnyataan, beìrupa keìadilan yang dapat 

diteìrima dan dirasakan oleìh para pihak beìrpeìrkara.
65

 

 Keìdua putusan yang me ìnjadi topik peìmbahasan, apabila dikaitkan de ìngan 

aspeìk keìadilan, pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Jb be ìlum meìmbeìrikan 

keìadilan formil kareìna hakim hanya be ìrpaku pada satu fakta pe ìrsidangan, tanpa 

meìmpeìrhatikan dan me ìnggali fakta hukum lainnya, me ìskipun dalam 

meìlaksanakan proseìs beìracara hakim te ìrseìbut teìlah meìnjalankan deìngan baik dan 

beìrdasarkan keìteìntuan. Seìdangkan apabila me ìlihat keìadilan substansial putusan 

teìrseìbut beìlum me ìmbeìrikan keìadilan yang substansial, hal ini teìrlihat dari peìrkara 

yang tidak te ìrseìleìsaikan di tingkat peìngadilan peìrtama, dan teìrus beìrlanjut pada 

peìngadilan tingkat banding dikare ìnakan adanya pihak yang me ìrasa putusan 

teìrseìbut beìlum me ìmbeìrikan keìadilan pada dirinya seìhingga meìngajukan banding 

untuk meìncari keìadilan. Seìlanjutnya pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb dalam 

meìmbeìrikan keìadilan formil te ìlah meìnginteìrpreìstasikan fakta de ìngan dasar 

hukum yang reìleìvan, dan dalam me ìmbeìrikan keìadilan substansial maje ìllis hakim 

yang meìnangani pe ìrkara teìlah meìnye ìleìsaikan peìrkara deìngan baik se ìhingga 

meìmbuat keìdua beìlah pihak meìneìrima putusan te ìrseìbut tanpa adanya rasa 

keìbeìratan dari masin-masing pihak. 

 Beìrdasarkan uraian te ìrkait keìadilan dari disparitas putusan, dalam hal ini 

peìrkara ceìrai gugat kareìna peìrseìlisihan seìjatinya tidak hanya me ìmbeìrikan dampak 

keìpada para pihak, te ìtapi juga beìrdampak pada pandangan masyarakat dalam 

meìnuntut suatu ke ìadilan teìrhadap konflik peìrceìraian dipeìngadilan, dikhawatirkan 
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kondisi disparitas me ìnghilangkan rasa keìpeìrcayaan masyarakat ke ìpada peìngadilan 

dalam meìmbeìrikan suatu ke ìadilan teìrhadap peìnye ìleìsaian peìrkara pe ìrceìraian 

deìngan seìbab peìrseìlisihan. Seìrta deìngan adanya disparitas putusan yang 

diseìbabkan kareìna adanya peìrbeìdaan inteìrpreìstasi hakim dalam me ìnilai 

keìteìrangan saksi se ìbagai faktor utama disparitas dikhawatirkan me ìmbeìrikan rasa 

takut atau keìraguan ke ìpada masyarakat yang ingin me ìncari keìadilan dalam 

peìrseìlisihan rumah tangga te ìrutama peìrseìlisihan tanpa adanya unsur ke ìkeìrasan 

rumah tangga, kareìna hal ini beìrkaitan deìngan keìkuatan hukum te ìrhadap 

peìneìrapan saksi deì auditu dalam proseìs peìnye ìleìsaian peìrkara peìrceìraian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Beìrdasarkan pe ìmaparan teìrkait analisis dari dua putusan yang dibahasa ole ìh 

peìnulis, maka dapat ditarik se ìbuah keìsimpulan seìbagai beìrikut: 

1. Hasil analisis teìrhadap peìrtimbangan hakim dalam meìnyeìleìsaikan peìrkara 

putusnya peìrkawinan akibat peìrseìlisihan, dalam Putusan Nomor 

464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb, meìnunjukan 

dalam meìnyeìleìsaikan satu peìrkara yang sama, meìmiliki peìrbeìdaan dasar 

hukum yang diteìrapkan dalam peìrtimbangan hukum masing-masing putusan. 

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba yang dikeìluarkan oleìh Peìngadilan 

Agama Muara Bungo, seìbagai peìngadilan tingkat peìrtama dalam 

meìnye ìleìsaikan peìrkara ceìrai gugat akibat peìrseìlisihan teìrus meìneìrus, meìnilai 

bahwa bukti dan keìsaksian yang diajukan peìnggugat teìlah meìmbuktikan bahwa 

antara peìnggugat dan teìrgugat teìlah teìrjadi peìrseìlisihan yang beìrkeìlanjutan 

seìcara teìrus meìneìrus, seìjak tahun 2012. Hakim dalam peìngadilan tingkat 

peìrtama meìmbeìrikan validasi teìrhadap keìsaksian yang diajukan oleìh 

peìnggugat, meìski keìsaksian teìrseìbut hanya didasarkan pada narasi dari 

peìnggugat tanpa adanya peìngeìtahuan seìcara langsung baik yang dilihat, 

dideìngar, maupun yang dirasakan langsung oleìh saksi. Beìrdasarkan eìvaluasi 

teìrseìbut hakim pada peìngadilan tingkat peìrtama meìnyatakan gugatan 

peìnggugat teìlah meìmeìnuhi Pasal 39 ayat (2) UU Peìrkawinan J.o Pasal 19 huruf 

(f) PP Peìlaksanaan UU Peìrkawinan, seìhingga meìnjatuhkan putusan 
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meìngabulkan gugatan peìrceìraian akibat peìrseìlisihan teìrus meìneìrus yang 

diajukan oleìh peìnggugat. 

Seìdangkan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb yang dike ìluarkan oleìh 

Peìngadilan Tinggi Agama Jambi, seìbagai peìngadilan tingkat banding dalam 

meìnye ìleìsaikan peìrkara ceìrai gugat akibat pe ìrseìlisihan te ìus meìneìrus, 

meìmbeìrikan peìnilaian yang beìrbeìda, majeìlis hakim yang me ìnyeìleìsaikan 

peìrkara meìnyatalan tidak se ìpeìndapat deìngan peìnilaian teìrhadap keìsaksian 

seìbagai peìndungkung pe ìmbuktian yang diajukan dipe ìngadilan tingkat pe ìrtama, 

deìngan peìnilaian bahwa ke ìsaksian harus beìrdasarkan peìngeìtahuan yang dilihat, 

dideìngar atau dirasakan ole ìh saksi teìntang peìristiwa yang beìrsangkutan, bukan 

hanya dari atau ce ìrita dari pihak lain, teìrmasuk peìnggugat. Seìhingga gugatan 

peìnggugat dinyatakan tidak me ìmeìnuhi Pasal 39 ayat (2) UU Pe ìrkawinan J.o 

Pasal 19 huruf (f) PP Pe ìlaksanaan UU Pe ìrkawinan. Beìrdasarkan pe ìrtimbangan 

teìrseìbut majeìlis hakim me ìmutuskan untuk me ìmbatalkan putusan Pe ìngadilan 

Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba, dan me ìngadili se ìndiri 

meìnolak gugatan peìnggugat. 

2. Hasil analisis faktor pe ìnyeìbab teìrjadinya disparitas putusan anatara Putusan 

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, 

teìrleìtak pada  pe ìrbeìdaan inteìrpreìtasi hukum dan peìnilaian hakim te ìrhadap 

keìsaksian seìbagai peìndukung peìmbuktian yang diajukan. Pada pe ìngadian 

tingkat peìrtama, keìsaksian beìrdasarkan ce ìrita dan narasi dianggap te ìlah cukup 

meìmbuktikan adanya pe ìrseìlisihan teìrus meìneìrus dan teìlah meìmeìnuhi syarat 

peìrceìraian. Seìmeìntara pada peìngadilan tingkat banding, me ìneìkankan bahwa 
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keìsaksian harus be ìrdasarkan peìngeìtahuan yang dilihat, dide ìngar atau 

dirasakan. Beìrdasarkan hal tersebut maka peìnyeìbab teìrjadinya disparitas 

putusan dapat dirumuskan dalam dua faktor yaitu faktor inte ìrnal dimana faktor 

pribadi masing-masing hakim yang me ìnye ìleìsaikan peìrkara meìnjadi salah satu 

peìnye ìbab teìrjadinya disparitas putusan. Seìrta adanya faktor e ìksteìrnal yang 

beìrasal dari ke ìteìntuan dalam UU Pe ìrkawinan itu seìndiri teìrkait peìrceìraian 

deìngan alasan pe ìrteìngkaran yang te ìrus meìneìrus, seìrta keìjeìlasan pada ke ìkuatan 

hukum dalam me ìneìrapkan saksi deì auditu dalam peìrkara peìrdata khususnya 

peìrkara ceìrai akibat pe ìrseìlisihan teìrus meìneìrus. 

B. Saran 

 Saran yang dapat dibe ìrikan oleìh peìnulis beìrdasarkan hasil peìneìlitian ini ialah 

seìbagai beìrikut: 

1. Seìbagai tindak lanjut dari disparitas putusan pe ìrceìraian deìngan alasan 

peìrteìngkaran te ìrus meìneìrus, sudah seìharusnya  dibe ìrikan standarisasi te ìrhadap 

peìrteìngkaran yang dise ìbut seìbagai peìrteìngkaran teìrus me ìneìrus, dan 

peìnye ìleìsaian peìrkara pada peìrceìraian deìngan alasan peìrteìngkaran teìrus 

meìneìrus haruslah didukung de ìngan bukti yang je ìlas dan didukung sumbe ìr 

hukum lain seìlain dari peìraturan peìrundang-undangan, se ìpeìrti dari 

Yurisprudeìnsi, Hukum syara‟, dan hukum adat. 

2. Teìrkait peìneìrapan saksi deì auditu dalam peìnyeìleìsaian peìrkara pe ìrceìraian, 

haruslah dibe ìrikan keìjeìlasan keìkuatan dan akibat hukum yang dibe ìrikan 

seìbagai peìndukung peìmbuktian, pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk 

meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum, serta peninjauan kembali 
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peraturan terkait perceraian untuk memastikan adanya kepastian dan keadilan 

hukum yang lebih baik. 
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PUTUSAN 

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab 

  

 

 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan  

perkara cerai gugat antara:
   

 

Penggugat, tempat lahir di Daya Murni, tanggal  8 Juli 199, umur 32 Tahun, 

agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK) 

1508094807910002, tempat kediaman  di Kecamatan Pelepat Ilir, 

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili 

elektronik dengan email dhanikecil56234@gmail.com,  sebagai 

Penggugat; 

Melawan 

Tergugat, tempat lahir di Kuamang Kuning, tanggal 12 Februari 1990, umur 32 

Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, 

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;   

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 

November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo  

dengan register perkara Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, sebagaimana 

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/II/X/2009, tertanggal 15 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Agustus 2009; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah kediaman bersama selama 13 Tahun dan sudah di karuniai 2 

anak yang bernama : 

1. Nama : Anak I,  

NIK : 1508092008100001 

Tempat tgl lahir/umur : Muara Bungo, 20 Agustus 2010 usia 13 

tahun; Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMP 

2. Nama : anak II,  

NIK : 1508096103230001 

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 21 Maret 2023 usia 8 

bulan; Jenis kelamin : Perempuan 

3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan 

Penggugat; 

4. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat  

(keluar malam);  

b. Tergugat tidak jujur dan sering berbohong (Uang); 

c. Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak mau 

membatu Penggugat  dalam urusan pekerjan di 

ladang maupun di rumah; 

5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan 

menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah 

prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya; 

6. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran 

masalah yang disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan 

perempuan lain oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup 

bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan 

selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan Penggugat dengan Tergugat; 

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis 

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer:  

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap 

Penggugat (XXXXXXXXXX); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Subsider:  

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

 Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik, atas 

panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut melalui surat tercatat, atas panggilan tersebut Tergugat 

hadir in person di persidangan, Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi 

tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai 

dengan Tergugat;  

 Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan 

Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan untuk kepentingan itu, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Zulfahmi 

Mulyo Santoso, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator pada 

tanggal 23 November 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil 

mencapai kesepakatan apapun; 

Bahwa Hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat telah 

membuat (court calendar) rencana persidangan selanjutnya dengan agenda 

yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam berita acara siding tanggal 

23 November 2023; 

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan 

penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;  

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah 

memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 24 November 2023 sebagai 

berikut: 

- Bahwa  benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, menikah pada 

tanggal 15 Agustus 2009 yang lalu di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo 

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

-  Bahwa benar tempat tinggal terakhir Tergugat dan Penggugat secara bersama-

sama di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat 

Ilir, sampai berpisah; 

-  Bahwa benar pada bulan September 2023, Tergugat dituduh melakukan 

perselingkuhan karena ada bekas lipstick dipipi Tergugat, akan tetapi itu sudah 

diselesaikan dengan pihak keluarga dan perangkat Desa, hasilnya antara 

Penggugat dengan Tergugat akan kembali hidup rukun seperti biasa dan tidak 

bercerai karena perselingkuhan tersebut bukan kehendak Tergugat;  

-  Bahwa benar sejak tanggal 15 Oktober 2023 antara Tergugat dan Penggugat 

telah pisah rumah, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan tidak pernah 

hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;  

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun 

menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim;   

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan 

repliknya;  
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 Bahwa Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara tertulis pada 

tanggal 28 November 2023 menyatakan tetap dengan jawaban semula;  

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut: 

A. Surat. 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, 

Provinsi Jambi, Nomor 404/II/XI/2009, tertanggal 15 Agustus 2009, bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi 

tanda P; 

B. Saksi. 

1. Saksi I, lahir di Wonosobo, tanggal 2 Maret 1960, umur 60 tahun, agama 

Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di 

Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

pakde Penggugat;     

 Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ahmad Reki;    

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah  

tahun 2009;    

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai 

berpisah;   

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana 

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;              

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam 

meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan 

lain, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 

September  2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;           
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 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 

hanya mendapat cerita dari Penggugat dan tetangga;              

 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah 

berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup 

bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik; 

 Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati 

Penggugat dan Tergugat agar bersabar   dan kembali rukun membina 

rumah tangga namun tidak berhasil; 

 Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi 

saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi; 

2. Saksi II, lahir di Wonosobo,  tanggal 24 Juni 1966, umur 57 tahun, agama 

Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di 

Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

saudara sepupu Penggugat;     

 Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ahmad Reki;    

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah  

tahun 2009;    

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai 

berpisah;   

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana 

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;              

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam 

meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan 

lain, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 

September  2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;           
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 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 

hanya mendapat cerita dari Penggugat dan tetangga;              

 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah 

berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup 

bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik; 

 Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati 

Penggugat dan Tergugat agar bersabar   dan kembali rukun membina 

rumah tangga namun tidak berhasil; 

 Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi 

saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan; 

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis apapun dan mengajukan 2 

(dua) orang saksi sebagai berikut: 

3. Saksi T, lahir di Blitar, tanggal 9 April 1965, umur 58 tahun, agama Islam, 

pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan 

Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah ayah kandung Tergugat;     

 Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat bernama Nurhikmah;    

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah  

tahun 2009;    

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai 

berpisah;   

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana 

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;              

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun akhir-akhir ini ada kejadian Tergugat dituduh 

selingkuh akan tetapi sudah diselesaikan oleh Perangkat Desa, hasilnya 

perselingkuhan tersebut bukanlah keinginan Tergugat, akan tetapi 
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perempuan yang dimaksud mencium pipi Tergugat;  

 Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat didamaikan dan Penggugat 

menyatakan akan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan 

tidak akan bercerai;               

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September 2023 

hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, ternyata Penggugat sudah 

tidak menerima Tergugat untuk hidup bersama lagi dan mengajukan 

cerai ke Pengadilan Agama ini;  

 Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat berharap agar Penggugat 

dan Tergugat kembali bersatu membina rumah tangganya dengan baik 

di masa-masa yang akan dating dan tidak bercerai;  

4. Saksi II, lahir di Sukoharjo,  tanggal 1 November 1987, umur 34 tahun, 

agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di 

Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah ayah kandung Tergugat;     

 Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat bernama Nurhikmah;    

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah  

tahun 2009;    

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Daya Murni, sampai 

berpisah;   

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana 

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;              

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun pada bulan September yang lalu Tergugat pada 

saat mengambil sesuatu yang tempatnya berdekatan dengan rumah 

perempuan yang dituduh selingkuh dengan Tergugat, Tergugat dicium 

oleh perempuan tersebut dan lipstiknya menempel dipipi Tergugat, dan 

hal ini sudah diselesaikan oleh Perangkat Desa, hasilnya 

perselingkuhan tersebut bukanlah keinginan Tergugat, akan tetapi 

perempuan yang dimaksud mencium pipi Tergugat;  
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 Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat didamaikan dan Penggugat 

menyatakan akan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan 

tidak akan bercerai;               

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September 2023 

hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, ternyata Penggugat sudah 

tidak menerima Tergugat untuk hidup bersama lagi dan mengajukan 

cerai ke Pengadilan Agama ini;  

 Bahwa saksi selaku ayah kandung Tergugat berharap agar Penggugat 

dan Tergugat kembali bersatu membina rumah tangganya dengan baik 

di masa-masa yang akan dating dan tidak bercerai;  

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun 

lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a 

quo dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan 

Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim 

Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan 

Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 

554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara 

elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA 

Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut melalui Surat tercatat untuk datang menghadap ke 
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persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara 

in person di persidangan;  

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi 

tidak berhasil.  

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan 

berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Zulfahmi Mulyo Santoso,  

S.H.I., M.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah 

melaporkan hasil mediasi tanggal 23 November 2023 bahwa Penggugat dan 

Tergugat  tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat tetap 

bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;   

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah 

Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 

2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan  karena Tergugat sering 

keluar malam meninggalkan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan 

perempuan lain, sehingga masalah tersebut memicu teradinya perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah 

menyampaikan jawabannya secara elektronik yang menyatakan bahwa dalil-dalil 

yang diajukan oleh Penggugat tidak benar, Tergugat tidak benar melakukan 

perselingkuhan karena Tergugat hanya dicium oleh seorang perempuan dan 

Tergugat sudah mengakuinya dihadapan perangkat Desa yang dihadiri oleh 

Penggugat dan Tergugat dan keluarga masing-masing, Tergugat tidak 

menginginkan perceraian terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;    

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 

P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan 

mempertimbangkan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh 

atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka 

apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh 

karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti aquo dinilai sebagai 
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bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti 

tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat 

bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 

1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan 

dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (legitima persona standy in judicio); 

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah 

orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum 

bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di 

persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya 

telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 

175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, 

ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi selaku 

pakde dan dan saudara sepupu Penggugat, namun demikian karena yang 

bercerita adalah Penggugat langsung, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah 

termasuk kategori kesaksian yang testimonium de auditu, apalagi saksi 1 dan 

saksi 2 selaku pakde dan saudara sepupu Penggugat telah terlibat langsung di 

dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam 

rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa terlebih 

dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat 

dan Tergugat, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah rumah sejak bulan September 2023, dan masing-masing pihak tidak ada 

keinginan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri 

yang baik, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai 

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan 

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. 

Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.; 
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Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi 

tersebut adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang 

menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan 

keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh 

karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 

171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2  Tergugat selaku ayah kandung 

dan teman dekat Tergugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang 

dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, bahwa Tergugat telah dituduh 

selingkuh oleh Penggugat dan keluarganya, yang sebenarnya perselingkuhan 

tersebut bukanlah keinginan Tergugat, akan tetapi perempuan tersebut yang 

sengaja mencium pipi Tergugat hingga lipstiknya nempel dipipi Tergugat, kejadian 

ini sudah diselesaikan oleh Perangkat Desa, Tergugat mengaku dicium oleh 

seorang perempuan dan menyatakan kejadian itu bukan kehendak Tergugat dan 

tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun kenyataannya sekarang 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 dan 

Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, keterangan saksi 

Tergugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena 

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur 

Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat 

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;  

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat 

tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena 

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 

1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka 

terbukti fakta kejadian (feitelijke grond) sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 

tanggal 15 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi; 
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di 

rumah orang kediaman bersama di Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir, 

Kabupaten Bungo sampai berpisah;   

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;   

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, 

namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar 

disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat 

dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023  

hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami 

isteri yang baik;   

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat 

disimpulkan fakta hukum (rechtelijke grond) sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara 

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 

dan berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang tidak 

pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik; 

      Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu ”Pengertian cekcok yang terus 

menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa 

penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti 

adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 

2022, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar 

terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. 

Dalam perkara a quo, meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 

selama 3 (tiga) bulan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi sejak 

tahun 2012, kehidupan rumah tangga dijalani tanpa adanya keharmonisan dan 

kebahagiaan, yang disebabkan karna Tergugat sering keluar malam 

meninggalkan Penggugat dan akhir-akhir ini Tergugat selingkuh dengan 

perempuan lain, meskipun upaya damai  dari pihak keluarga dan perangkat Desa 
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sudah dupayakan namun Penggugat menyatakan sudah tidak sudi lagi hidup 

bersama Tergugat atas perilakunya semudah itu bisa dicium oleh 

perempuan lain, dan Penggugat menyatakan tidak menerima pengakuan 

Tergugat yang menyatakan perselingkuhan bukan kehendak Tergugat, 

kenyataannya perselingkuhan itu terjadi, hal ini menjadi indikasi yang kuat pula 

bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga keduanya sudah broken marriage yang 

tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, maka alasan perceraian karena perselisihan 

dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) 

Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman 

tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut; 

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara 

Penggugat dan Tergugat  yang telah berpisah rumah sejak bulan September  

2023  yang lalu disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan 

Penggugat dan akhir-akhir ini Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hingga 

sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu 

kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik; 

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 

sejak bulan September 2023, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya 

sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam 

rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan 

kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta 

Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah 

tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit 

tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan rahmah (saling manyayangi) 

akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara a quo 
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telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka dalam perkara a quo telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 

sejak bulan September 2023 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah 

tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang 

baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan 

kewajibannya masing-masing sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan 

telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; 

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan 

Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang 

demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru 

sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan, baik bagi Penggugat ataupun 

Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan 

yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal 

berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung 

kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat yang termaktub dalam kitab Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, 

yaitu sebagai berikut: 

 انّ الشارع  الحكيم  أحل  الطّلاق  وكرهه  الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرءة او عليهما معا

Artinya : “Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana 

menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang 

mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”. 
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Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan 

pendapat yang termuat dalam kitab Ghayat al-Maram, yaitu sebagai berikut: 

اذ اشتد عد م رغبة الزوجة  لزوجها طلق عليه القا ضي طلقة   

Artinya :“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, 

maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;  

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah 

memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami 

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima 

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan 

dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang 

yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya 

gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-

sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak 

keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat 

dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah 

mendengar keterangan saksi I dan saksi II Penggugat serta saksi Tergugat saksi I 

dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan 

Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat 

dan akhir-akhir ini Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang 

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 

2023 dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini tidak pernah 
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hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;    

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena 

itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum 

gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in 

shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan 

ini; 

 Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini 

termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua 

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap 

Penggugat (XXXXXXXXXX)   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama 

Muara Bungo pada hari Senin tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asmidar, sebagai 

Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim 

Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Asnawi, S.H.   sebagai 

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik; 

 

     Panitera Pengganti  

 

 

         Asnawi, S.H. 

     Hakim Tunggal 

 

 

       Dra. Hj. Asmidar. 
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Perincian biaya: 

1. Pendaftaran Rp  30.000,00 

2. Biaya proses Rp  50.000,00 

3. PNBP                 Rp  20.000,00 

4. Panggilan            Rp  17.000,00 

5. Redaksi            Rp   10.000,00 

6. Meterai  Rp   10.000,00 + 

                           Rp137.000,00 

                           (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) 
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PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

 

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  banding,  dalam

persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah

ini dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PEMBANDING, tempat lahir di Kuamang Kuning, tanggal 12 Februari 1990, umur

32  Tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Atas,  pekerjaan  Petani,  tempat

kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dalam

hal  ini  memberi  kuasa kepada Arif  Alhadi,  S.H.,  M.H.

Advokat dari Kantor Hukum Arif Alhadi, S.H., M.H. dan

Rekan  beralamat  di  Jalan  Raden  Mattaher,  Cadika,

Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi

Jambi  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor;

01/SKKB/Pdt-CG/AAR/XII/2023  tanggal  12  Desember

2023  yang  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadian

Agama  Muara  Bungo  dengan  Register  Nomor

144/SK.KH/2023/ PA.Mab tanggal 14 Desember 2023,

sebagai Tergugat/ sekarang Pembanding. 

 

Melawan

 

TERBANDING, tempat lahir di Daya Murni, tanggal 8 Juli 1991, umur 32 Tahun,

agama  Islam,  pendidikan  terakhir  Sekolah  Lanjutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tingkat  Atas,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat

kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik

dengan  email  xxxxxxxxxxx@gmail.com,  sebagai

Pengugat/sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama  tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan  semua  uraian  yang  termuat  dalam  Putusan  Pengadilan

Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  20  Jumadil  Awwal  1445  Hijriyah,  dengan

mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (PEMBANDING)  terhadap

Penggugat (TERBANDING) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa  pada  saat  putusan  tersebut  diucapkan  Penggugat/sekarang

Terbanding  dan  Tergugat/sekarang  Pembanding  hadir  dipersidangan.  Dan

terhadap  putusan  tersebut  Tergugat/Pembanding  melalui  Kuasa  Hukumnya

merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum banding.

Bahwa  Tergugat/sekarang  Pembanding  melalui  kuasa  hukumnya

mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan

Akta  Permohonan  Banding  yang  dibuat  oleh  Plh.  Panitera  Pengadilan  Agama

Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA. Mab, tanggal 14 Desember 2023 yang

menyatakan  pada  hari  Kamis,  tanggal  14  Desember  2023  Tergugat/sekarang

Pembanding,  telah  mengajukan  permohonan  banding  terhadap  putusan

Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut.
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Bahwa permohonan Banding tersebut  telah   diberitahukan kepada pihak

Penggugat/sekarang  Terbanding  melalui  relaas  Pemberitahuan  Pernyataan

Banding Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab pada tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa  Pembanding  telah  menyerahkan  Memori  Banding  berdasarkan

Tanda  Terima  Memori  Banding  yang  dibuat  oleh  Panitera  Pengadilan  Agama

Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab pada tanggal 20 Desember 2023,

yang isinya sebagai berikut:

Bahwa dahulu Tergugat/sekarang Pembanding, mengajukan keberatan terhadap

Putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo  Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab

tersebut, dan mengajukan banding dengan memori banding yang intinya sebagai

berikut:

1. Bahwa, gugatan cerai Terbanding/dahulunya Penggugat pada angka 6, telah

menyampaikan telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama

itu pula pembanding tidak memberikan nafkah lahir  batin,  tetapi  pada fakta

persidangan  yang  disampaikan  seluruh  saksi  baik  dari  kedua  belah  pihak,

yakni  saksi  dari  Terbanding/dahulunya  Penggugat  yang  bernama  SAKSI  I

TERBANDING  dan  SAKSI  II  TERBANDING,  serta  saksi  dari

Pembanding/dahulunya Tergugat yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan

SAKSI  II  PEMBANDING,  antara  Terbanding/dahulunya  Penggugat  dan

Pembanding/dahulunya Tergugat, telah berpisah 3 (tiga) bulan lamanya, maka

jelaslah  di  sini  apa  yang  disampaikan  Terbanding/dahulunya  Penggugat

tidaklah berdasar yang jelas dan tidak terbukti.

2. Bahwa, pada gugatan cerai Terbanding/dahulunya Penggugat pada angka 4,

menyampaikan sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis,

di sini seolah-olah ingin menggambarkan pertengkaran dan perselisihan yang

terus  menerus,  namun  hal  tersebut  dari  saksi  Terbanding/dahulunya

Penggugat yang bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING

menyampaikan sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,

maka jelaslah di sini apa yang disampaikan Terbanding/dahulunya Penggugat

tidak berdasar yang jelas dan tidak dapat dibuktikan dan seolah-olah hanya
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mencarai-cari alasan saja untuk segera mengakhiri rumah tangganya bersama

Pembanding/dahulunya Tergugat dengan dasar yang amatir dan terburu-buru.

3. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 17 salinan Putusan Pengadilan

Agama  Muara  Bungo  Perkara  Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab,  tanggal  4

Desember  2023,  disebutkan  antara  Terbanding/dahulunya  Penggugat  dan

Pembanding/dahulunya Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023

dan berpisah rumah sejak bulan Oktober  2023,  hal  tersebut  sebagai  mana

diterangkan para saksi kedua belah pihak tidak ditemukan hal demikian.

4. Bahwa  perkara  Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab,  tanggal  4  Desember  2023

harusnya  mempertimbangkan  apa  yang  ditegaskan  pada  Surat  Edaran

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  yang  disampaikan  dari  Pembanding/dahulunya

Tergugat di atas, mohon agar Majelis Hakim pemeriksaan pada Tingkat Banding

segera memeriksa dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/dahulunya Tergugat.

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo  Perkara  Nomor

xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab, tanggal 4 Desember 2023.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelsi  Hakim berpendapat lain,  mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab  tanggal  22  Desember  2023  yang  dibuat  oleh

Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.

Bahwa  terhadap  Memori  Banding  tersebut  Terbanding  tidak  mengajukan

kontra memori banding.

Bahwa  Pembanding  telah  diberitahukan  untuk  memeriksa  berkas  perkara

banding (inzage) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
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Banding (inzage) nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 29 Desember 2023 yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.

Bahwa  Terbanding  telah  diberitahukan  untuk  memeriksa  berkas  perkara

banding (inzage) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Banding (inzage) nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 29 Desember 2023 yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada

tanggal  3  Januari  2024,  dan  Terbanding  tidak  melakukan  pemeriksaan  berkas

perkara  (inzage)  berdasarkan  surat  keterangan  Terbanding  Tidak  Melakukan

inzage  yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo,  tanggal  29

Desember 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan perkara

Nomor  1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.  dan  telah  beritahukan  kepada  Ketua  Pengadilan

Agama Muara Bungo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan

Terbanding. 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  permohonan  banding  Pembanding  diajukan  pada

tanggal 14 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo

Nomor  xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab  tanggal  4  Desember  2023,  dengan  demikian

permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10, dan masih dalam tenggat

waktu sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun

1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal  199 ayat (1) R.Bg,  oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  Pembanding  adalah   Tergugat  dalam  putusan

Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab., memberi kuasa

kepada Arif Alhadi, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Arif Alhadi, S.H., M.H. &

Rekan, beralamat di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah,

Kabupaten  Bungo,  Provinsi  Jambi,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor:

01/SKKB/Pdt-CG/AAR/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar pada
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 144/SK.KH/2023/PA.Mab

tanggal 14 Desember 2023, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1792 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata,  telah memenuhi  syarat-syarat sebagaimana ketentuan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah

memenuhi ketentuan Surat Edaran  Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994,

maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki legal standing

mewakili Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan Tingkat Pertama dalam

perkara a quo, Pembanding adalah pihak Tergugat, dan Terbanding adalah pihak

Penggugat, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai  persona standi in judicio

untuk berperkara pada tingkat banding a quo.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pengadilan  Tingkat  Banding  masih

merupakan pengadilan judex factie sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat

Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga yang merupakan

pengadilan judex facti, maka ia juga harus memeriksa ulang perkara banding yang

diajukan kepadanya, dalam hal ini perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan

Agama Muara Bungo.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  setelah  mempelajari

secara seksama berkas perkara  a quo, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan

Penggugat dan jawaban Tergugat,  berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis

serta saksi-saksi, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta banding, memori

banding serta  surat-surat  lainnya,  maka  Majelis  Hakim Tingkat  Banding sesuai

dengan  kewenangannya  akan  memeriksa  kembali  pokok  perkara  sekaligus

menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding.
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Menimbang,  bahwa Hakim Tingkat  Pertama yang memeriksa  perkara  ini

telah  melakukan upaya perdamaian dan mediasi  dengan mediator  hakim yang

bernama Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I,. M.H., dan atas laporan mediator tersebut

upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena

itu perkara a quo telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenya dapat dilakukan pemeriksaan lebih

lanjut.

Menimbang,  bahwa  setelah  mempelajari  tahapan-tahapan  sidang  yang

dilakukan  oleh  Hakim  Tingkat  Pertama,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding

berpendapat Hakim Tingkat Pertama telah melakukannya dengan baik dan benar

sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, dari jawab menjawab antara

Penggugat dan Tergugat,  tenyata sebagian dalil  gugatan Penggugat diakui  dan

sebagian lainnya dibantah. Adapun dalil-dalil yang dibantah Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan pertengkaran sejak tahun 2012, yang

benar  baru  terjadi  pertengkaran  tanggal  24  September  2023  karena

Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dikarenakan ada bekas lipstick di

pipi Tergugat.

- Bahwa tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan,

yang benar Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak sejak tanggal 15

Oktober  2023  disebabkan  Tergugat  diminta  oleh  Penggugat  untuk  pergi

meninggalkan rumah. 

Bahwa,  dari  jawab  menjawab  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan pokok masalah yang

dimunculkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “ Penggugat menggugat

cerai  dari  Tergugat  dengan  alasan  sejak  tahun  2012  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  sering  keluar  malam  meninggalkan

Penggugat,  dan  Tergugat  selingkuh  dengan  peremuan  lain,  sehingga  masalah
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tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat “.

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil-dali  gugatannya  Penggugat

telah  mengajukan  bukti  tertulis  P.1.  dan  menghadirkan  dua  orang  saksi  yang

bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, pakde dan saudara

sepupu Penggugat.

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009

yang  tercatat  pada  Kantor  urusan  Agama  Kecamatan  Pelepat  Ilir,  Kabupaten

Bungo.

Menimang,  bahwa  dari  keterangan  dua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Penggugat, keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat

sering keluar malam dan berselingkuh dengan Perempuan lain, dan sudah pisah

rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang.

Meninmbang, bahwa para saksi Pengugat tersebut tidak mengetahui secara

langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya

berdasarkan cerita dari Penggugat dan tetangga, karena saksi selaku pakde dan

saudara sepupu Penggugat.

Menimbang,  bahwa  sementara  keterangan  saksi-saksi  Tergugat  yang

bernama  SAKSI  I  PEMBANDING  dan  SAKSI  II  PEMBANDING,  memberikan

keterangan yang intinya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran akhir-akhir ini sejak bulan September 2023 karena Tergugat dituduh

melakukan perselingkuhan dengan wanita  lain,  dan sejak saat  itu  terjadi  pisah

rumah selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di

atas,  Hakim Tingkat  Pertama menyimpulkan bahwa kesaksian tersebut  tidaklah

termasuk kategori  kesaksian  yang  testimonium de auditu,  dan telah memenuhi

syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
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Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena syarat materil keterangan

saksi  dalam  hukum  perdata  haruslah  berdasarkan  pengetahuan  yang  dilihat,

didengar  atau  dirasakan  oleh  saksi  itu  sendiri  tentang  suatu  peristiwa,  bukan

berdasarkan  keterangan  dari  orang  lain,  termasuk  dalam  perkara  a  quo

keterangan Penggugat.

Menimbang,  bahwa  berbeda  dengan  keterangan  saksi  dalam  hukum

pidana,  yang  mengenal  dengan  istilah  “saksi  korban”  yang  mengalami  dan

merasakan sendiri suatu kejadian atau peritiwa itu.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan menyimpulkan keterangan

saksi Penggugat tersebut, mengakibatkan terjadinya perbedaan akibat hukumnya

antara  Hakim Tingkat  Pertama dengan  Hakim Tingkat  Banding.  Hakim Tingkat

Pertama berpendapat bahwa telah terbukti  sejak tahun 2012 antara Penggugat

dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran.  Sedangkan  menurut

Hakim Tingkat Banding berpendapat sebaliknya, yaitu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi

Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  bulan  September  2023  yang  disebabkan

Tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah

diuraikan di atas, maka sepanjang dalil gugatan Penggugat  mengenai perselisihan

dan pertengkaran sejak tahun 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan

tidak terbukti.

Menimbang,  bahwa  mengenai  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah rumah atau tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang

didalilkan oleh Penggugat, setelah mempelajari berita acara sidang, mempelajari

keterangan  saksi-saksi  Penggugat  dan  saksi-saksi  Tergugat,  terutama jawaban

Tergugat  yang  tidak  dibantah  oleh  Penggugat,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding

berpendapat  bahwa Penggugat  dan Tergugat  berpisah rumah sejak tanggal  15

Oktober  2023,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  sependapat  dengan  kesimpulan
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Hakim  Tingkat  Pertama  yang  menyatakan  telah  terbukti  pisah  tempat  tinggal

selama 3 (tiga) bulan, bukan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah

diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai

berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  menikah  pada

tanggal  15  Agustus  2009  dan  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupeten Bungo.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat

terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menuduh

Tergugat  telah  berselingkuh dengan  wanita  lain,  akan  tetapi  permasalah

tersebut  telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mengikut  sertakan

juga perangkat RT.  

- Bahwa  sejak  tanggal  15  Oktober  2023  antara  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan diajukan baru berjalan selama

lebih kurang 3 minggu.

Menimbang,  bahwa  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga

harus  memperhatikan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah  Agung  Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi

Pengadilan,  Huruf  C  angka  1  menegaskan,  perkara  perceraian  dengan  alasan

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
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suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus yang diikuti berpisah tempat

tinggal  selama minimal  6  (enam)  bulan.  Sebagaimana  telah  diperbaiki  dengan

Surat  Edaran  mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2023  huruf  C  angka  1  yang

menyatakan”  perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti  suami istri  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam)

bulan  kecuali  ditemukan  fakta  hukum  adanya  Tergugat/Penggugat  melakukan

KDRT”.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta

hukum yang  ditemukan,  maka  ketentuan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

secara terus menerus yang diikuti  dengan telah berpisah tempat tinggal  paling

singkat selama 6 (enam) bulan tidak terbukti/terpenuhi.

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  akan

mempelajari  keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding/Tergugat yang

diuraikan di dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa inti dari keberatan Pembanding/Tergugat adalah; tidak

benar telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, tidak benar telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, tidak benar telah pisah

ranjang sejak bulan  April  2023,  dan Hakim Tingkat  Pertama tidak  menerapkan

ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 seperti tersebut di atas.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  setelah  mempelajari

keberatan-keberatan tersebut, ternyata semuanya relevan dan berkaitan dengan

apa yang sudah dipertimbangkan terdahulu, maka terhadap keberatan-keberatan

Pembanding/Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat

diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

a quo Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G /2023/PA.Mab,

tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal
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1445 Hijriyah, dan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan

ini.

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  dan  pasal  90  ayat  (1)  huruf  (a)  dan  (d)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  ditingkat  pertama

dibebankan  kepada  Penggugat  dan  pada  tingkat  banding  dibebankan  kepada

Pembanding/Tergugat. 

 Memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan  hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo  Nomor

xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan

tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat.

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

III.  Membebankan  kepada  Pembanding  untuk  membayar  biaya  perkara  tingkat

banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian  perkara  ini  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  18  Jumadil  Akhir  1445  Hijriyah,  oleh  kami

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Idia Isti Murni,

M.Hum. dan Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan putusan tersebut diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh  Ketua  Majelis  dan  didampingi  Hakim-Hakim Anggota,  dibantu  oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.

 

          Hakim Anggota, 

                    ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. 

       Ketua Majelis,

                ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.
         Hakim Anggota,

                   ttd

 Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
                       Panitera Pengganti,

                          ttd

            

          Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000,00      

2. Redaksi        Rp  10.000,00

3. Meterai              Rp  10.000,00   

Jumlah        Rp150.000,00  (seratus lima puluh ribu rupiah)
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